
• 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan 

ptm,erintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah harus 
dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, 
trksparan, dan bertanggungjawab dalam rangka 
mbningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

I ! 
b. bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah tidak relevan 

de~gan kondisi dan perkembangan peraturan perundang- 
undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; . I ! 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian I . 
hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan 
k+angan daerah, perlu clilakukan pengaturan dalam 
bentuk Peraturan Daerah; l ' . . 

d. bah~a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
I 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan I . 
Pe\atpran Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang - Dasar Negara Republik 
I 

Indonesia Tahun 1945; 
2. unkang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 

I : - 
Pembentukan Daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten 
wakaiobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi l i ' 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

I : 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indbn~sia Nomor 4339); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR ~ TAHUN 2022 

BUPATI BOMBA.MA 
iPROVlNSI SULAWESI TEHGGARA 
' . 



Pasal l 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. olerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pehierintah Daerah adalah bupati sebagai unsur 
I : penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. KEUANGAN I : 
DAERAH. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BOMBANA 
dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

I : 

Dengan Persetujuan Bersama 

3. f ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

l ererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
r~un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
f erublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

I 
T~un 2022 tentang · Hubungan Keuangan Antara 

1emerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

!egara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I : . .. . 

4: 1eraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

le~gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran I : . 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

I t 

5. 1eraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

1eqoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan I ! 
Daerah. 

3. fa\rinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

4. ,u~ati adalah Bupati Bombana. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat I 1 · 

9PRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bombana. 

I : 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

ctk.icµn rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
ctkp~t dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang 
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 
k~Jajiban Daerah tersebut. 

7. . Plnkelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yirng meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

I I Pfnf1-tausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan Keuangan Daerah. 

8. Ahg~aran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
I . . 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
P~trierintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 

9. Ahgkaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
I 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
ydn~ ditetapkan dengan peraturan daerah. 

10. PJn~rimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. I , 
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

I I Daerah. 

12. PJn~apatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui 
s~b~gai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

I i anggaran yang bersangkutan. 

13. TJansfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah 
aJ.n~ yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari 
belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada 
Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai 
p~n~elenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
klwenangan Daerah. 

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
bdgian dari TKO yang dialokasikan berdasarkan persentase 
athsJ pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, 
yahg dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan 
utlttik mengurangi ketimpangan fiskal antaraPemerintah dan 

! 
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dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam 
rhngka menanggulangi . eksternalitas negatif dan/ atau 'f eningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 
b1agian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan 
1engurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan 
publik antar-Daerah. 

I ! 
16. 9~a Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 

bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk 
mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu 
y~ng menjadi prioritas nasional dan membantu 
operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah 

I ' ditentukan oleh Pemerintah. 

17. ~mta Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi 
desa dengan tujuan untuk mendukung : pendanaan 
p~nyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, I , . 
perriberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

18. Bkikja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 
sf bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periodetahun 
anggaran yang bersangkutan. 

19 .. ptJbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
k~~bali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
bk.i~ pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 
t~lin-tahun anggaran berikutnya. 

20. P!nj~an Daerah adalah semua transaksi yang 
nierigakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
nierierima manfaat yan~ bemilai uang dari pihak lain 
sJhingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar I , 
kembali. . 

21. U~g Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah 
uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau 
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai .dengan uang I . . . . 
bTrdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, 
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

22. Pkmberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 
Pkmerintah Daerah pada · pemerintah pusat, pemerintah 
d!erah lainnya, badan layanan umum daerah milik 
p&merintah daerah Iainnya, badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak 
rrie~peroleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

- 4 - 

I 
! 



23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk I I . 

rnendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana I I 

9a~rah yang tidak dapat dibebankan dalam I' (satu) tahun 
anggaran. 

I : 
24. Ekuitas adalah selisih antara .aset lancar dengan kewajiban 

jimkka pendek. I i 
25. Be ban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

I : 
dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas atau nilai 
~e~ayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau 
~otjsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
s~lanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daJrah untuk periode 5 (lima) tahun. 

I ! 
27. ~encana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang 
s~l&njutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan I I 

9airah untuk periode 1 (satu) tahun. 

28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
a6alah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
b1e1Jnja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
dnt~k periode 1 (satu) tahun. 

29. +~ritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk 
setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

I : perangkat daerah. 

30. Je~cana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
ykmg selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang 
niemuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau 
ctbk~men yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 
P~~biayaan SKPD yang· melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

I rancangan APBD. 
I ! 31. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 

p~nganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan 
k~p~tusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam 
p~r~pektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan 
nier±ipertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang 
beraangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam 

I ki.. . pra raan maju. 
I 

i 
I 
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32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 
(~a~u) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang I , 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai 
sksk.ran dan tujuan pembangunan daerah. 

33. Jegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
1j (~atu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 
s~l6.impulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 
Ber'upa personil atau sumber daya manusia, barang modal 
termasuk peralatan dan · teknologi, dana, a tau kombinasi dari 
Beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

I : 
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 
tiaiang/ jasa. 

34. Jub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dari Kegiatan yang 
I I 

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD. 
I 

35. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan 
I I 

dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun 
Jnggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak 
~unjamak. 

36. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
I • 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
JaJaran dan tujuan Program dan kebijakan. 

37. *a~il adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
Keluaran dari Kegiatan dalam 1 ( satu) Program. 

I • 38. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program f ~u Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

39. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang 
Jkan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 
Jnggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

I 
40. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah 

~ang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
I 
Pie~erimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran 
Daerah. 

I I 
41. reke~ing Kas Umum Daerah ad~ah rekening tempat 

~er~.y1mpanan uang Daerah yang diterrtukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh Penerimaan . Daerah dan 

I membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang 
I I 
ditetapkan. 
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42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Jaerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 
clo~umen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 
4o~umen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
~~g digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

1e:q.gguna 
anggaran. · 

43. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
Jdalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai 

I ! 
dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas 

I • 
1e1Fsanaan 

APBD. 

44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
I • SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 

Jeirnintaan pembayaran. 

45. &ang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka kerja dalam jumlah . tertentu yang diberikan kepada 
6eJdahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan 
Jperasional pada SKPD /Unit SKPD dan/ atau untuk 
ihembiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya 
~dak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran 

I , 
langsung. 

I : 
46.1erp-bayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 

1e1!1bayaran 
Langsung kepada bendahara 

~engeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian 
kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya 
ih~lalui penerbitan surat perintah membayar langsung. 

I 
47. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU 

Jd~ah tambahan uang muka yang diberikan kepada 
I : 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
~ntuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang 
iidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 

I ' (satu) bulan. 
·I i 

48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM I , . 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 
fefintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD. 

49. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat 
I : 
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
Jutat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA 

I , 
SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai 

I I. Kegiatan. 
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50. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
~elanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana 

I : atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dananya 
I ! 

1ipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

51. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat 
I : 
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
Jurat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA 

I : 
SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan 
iJ,stdan UP. 

I : 
52. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut 

I 
SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
~urat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA 
TKPD kepada pihak ketiga. · 

53. Surat Perintah Pencairan Dana yang. selanjutnya disebut 
I : · . 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
Jelicairan dana atas Behan APBD. 

I 
54. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

Jemua barang yang dibeli atau diperoleh atas Behan APBD 
Jtdu berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

I ! . . . 
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

I l 
SiUPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
~ellgeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

S6.1fit1;tang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 
kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah 
1ang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 
Jkihat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
Jndangan atau akibat lainnya yang sah. 

57. irusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 
ihenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

I : 
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

I : . 

1emerintahan 
Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. I . 
58. Piemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan 

Pieiperintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
~akyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
Jnhsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagairnana 

I : 
1h*aksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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59. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 
~ang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

60. Urusan Pemerintahan Pilihan .adalah Urusan Pemerintahan 
~a.rig wajib diselenggarakan .: oleh Daerah sesuai dengan 
~o~ensi yang dimiliki Daerah. 

6 L ~elf yanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warga negara. 

I. .. . 
62. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jerus 

I ! 

dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 
I • 

1emerintahan 
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga 

negara secara minimal. 
I 

63. ~adan Layanan Umum Daerah . yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang .diterapkan oleh satuan kerja 

I ! 
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah 
Jada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan 
JeI~yanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

I ' 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

I • . 
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. I . 

64.1emerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan 

I ! . 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
1f1epteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar f egara Republik Indonesia Tahun 1945. 

65. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
~emerintahan dalam negeri. 

I I 

66. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK 
!ctruah BPK Republik Indonesia. I ! 

67. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
I 
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

I ' Kabupaten Bombana yang melaksanakan Urusan 
I • 
Pemerintahan daerah. 

I . 
68. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

I • . 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

I • 
ferperintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Pengelolaan Keuangan Daerah. I . 

69. fe?gguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
inelaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

I 
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menyimpan, membayarkan, 
mempertanggungjawabkan uang 

; 

10: Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
1iarig diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
lA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

71. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
T APD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
ihelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan 
APED. 

I l 
72; Piej~bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
felaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

I 
73. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

Jd~lah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

74. tuksa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
iuksa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan tugas BUD. 

I : 
75. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 

If PTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 
(fafu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu 
lr~gram sesuai dengan bidang tugasnya. 

76. Piej~bat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
?a~rah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat 
)f ang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 
atau pada SKPKD. I . 

77. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
iheberima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 

I ! 
dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah 

I I 1a11am rangka pelaksanaanAPBD pada SKPD. 

78. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 
ihenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
kempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja 

I , 
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

I i 
79. ~e~dahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang 

' ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
+ehatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
Pj endapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
Unit SKPD 

I : 
80. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang 

di. I . k . itunju menenma, 
I I ahak dan menataus an, 
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untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan 
I ' APBD pada Unit SKPD. 
I i 

81. Pie~awai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

1e~awai 
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pernerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
~ejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara Iainnya dan 

I : 
digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. 

I : 
82. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

I ! . 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar f odalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

83. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 
1ersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
kehdanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. 

I : 
84. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 

I : 
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

I . 
85. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, 

I r 

dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh 
I ! 

1emerintah 
Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk I . 
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam 
)angka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan 
~eri,adap anggaran, antar periode maupun antar entitas. 

86. ~istem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
Jenyelenggara, peralatan dan elemen Iain untuk mewujudkan 

I ! 

fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan 
Je1kporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan 

I • IDaerah. I : 
87. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 

I ' 
daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 
1,ang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam 
~elaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah 
IDaerah. 

88. fr adalah hari kerja. . 

89. Pie~angkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup 
Kabupaten Bombana. 
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Pasal 4 

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
oketah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan I • . 
kekayaan daerah yang dipisahkan. I , 

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
s 1bJgaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang: 

i 
I 

a. rhenyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, 
; 

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB II 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

Pasal 3 

(1) Penkelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. 
I i 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar 
bfgt Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah. 

Pemerintah Daerah 
tugas Pemerintahan Daerah 

Keuangan Daerah meliputi: 

a. h~k Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan 
r~ttlbusi daerah serta melakukan pinjaman; . 

b. kkJajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan 
I : . 

Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak I , 
ketiga; 

c. P~n1erimaan Daerah; 
I I . d. Pengeluaran Daerah; · 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain 
yh_ng dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah 
yk~ dipisahkan; dan/ atau 

f. kkk~yaan pihak lain Yang dikuasai oleh I ! 
drlcpn rangka penyelenggaraan 
dan/ atau kepentingan umum. 

Pasal 2 
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d. bendahara BLUD; 

c. bendahara bantuan operasional sekolah; 
I 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
I . . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah I , 

berwenang menetapkan: 
! ; 

a. bendahara penerima pembantu; 
! 

b. b~ndahara pengeluaran pembantu; 
I 

rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, 
i . 
~ancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan 
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

! 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

c. rnenetapkan peraturan daerah tentang APBD, rancangan 
peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 
peraturan daerah ten tang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan 
bersama DPRD; 

d menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan 
! 

Daerah; 

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak 
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat 
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 

g. menetapkan KPA; 

h menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 
I 

Pengeluaran; 

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
Utang Daerah dan Piutang Daerah; 

k r:nenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian 
atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 

I . 

1. menetapkan pejabat .lainnya dalam rangka Pengelolaan 
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

! . 

perundang-undangan;dan 
I 
' 
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I , 

I Pasal 5 
(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 

k~k~yaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 
db.lam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal 

I . pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada I , 
perseroan daerah. 

(2) KktJntuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah 
ditl~m kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
s{bfgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 

c. Kepala SKPD selaku PA. 

(6) PyliV1pahan sebagian . atau seluruh kekuasaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan 
k~wenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan I . 
menerima atau mengeluarkan uang. 

(7) Pkli~pahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
i : 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

f. bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ajai (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh 

I kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, 
I pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pJrtk.nggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah 
kJplda pejabat perangkat daerah. 

{5) Pljabat perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
t~rdiri atas: 

a.I Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

- 14 - 

e. bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan/ atau 
i 



Bagian Ketiga 

PPKD 

Pasal 7 

( 1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam 
I , 

Pasal 4 ayat (5) huruf b mempunyai tugas: 

i 

(2) Koor~inator dalam Pengelolaan . Keuangan Daerah terkait 
debgan peran dan fungsi Sekretaris Daerah, membantu Bupati 

I 
dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 
pehJ'.elenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk 

I I 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

(3) Kdordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
ditkaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: I ! 
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur 

I : 
rengelolaan Keuangan Daerah; 

b. fo?rdinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi 
Pemerintah Daerah; dan I i . . 

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah I , . . 
Daerah. 

(4) od1ak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) \ koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah . bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, 

rancangan perubahan APBD, dan rancangan 
! 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. · 

( 1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan 
olerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a 

I : bertugas: 
I 

Bagian Kedua 

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 6 

- 15 - 



a. mengelola investasi; 

b. menetapkan anggaran kas; 

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 

d. membuka rekening Kas umum daerah; 

e. membuka rekening penerimaan; 

i 

f. ~enetapkan anggaran kas dan SPD; 

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 
atas nama Pemerintah Daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan 
Dae rah; 

i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan 

j. melakukan pen ca ta tan dan pengesahan dalam hal 
penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan 
melalui Rekening KasUmum Daerah. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
te~dapat kewenangan lain, yaitu: 

sistem d. rnemberikan petunjuk teknis pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 

BUD (2) P1Kp dalam melaksanakan fungsinya selaku 
s bagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 

b. mengesahkan DPA SKPD; 

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 

s 
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

b. menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, 
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan 
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pernungutan Pendapatan Daerah yang telah 
diatur dalam peraturan daerah; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 



Pasal 8 

(1) P~KD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 

(2) KJa~a BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
dJngan Keputusan Bupati. 

(3) KJa~a BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
I . tu gas: 

a. menyiapkan Anggaran Kas; 
I 

b.lmenyiapkan SPD; 

c. lmenerbitkan SP2D; 

d. ~~man tau pelaksanaan penerimaan dan p~ngeluaran APBD 

1ol~h 
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk; . I . 
e. rnengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

I pelaksanaan APBD; 

f. rtnyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

1mengelola/menatausahakan investasi; 
I , h. rnelakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/ KPA 
I ~ ~ I . atas Behan APBD; 

! 

(4) orl~m pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3~ huruf a, PPKD harus memperhatikan perolehan manfaat 
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat 
Iahgsung dari investasi tersebut. 

(5) D~Jm hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 
dr kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan 
p1mr,ngutan pajak daerah. 

(6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi sebagaimana 
dibaksud pada ayat (3) huruf a dipisahkan dari kewenangan 

I ' 
SK.PKO, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- 
u!ct~gan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 
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f. membuka rekening.pengeluaran; dan 

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

' 



PA 

Pasal 10 

(1) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
I • ayat (5) huruf c mempunyai tugas: 

a. menyusun RKA SKPD; 

b. menyusun DPA SKPD; 
I 
I 
I 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
Beban anggaran belanja; 

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

Bagian Keempat 

Pasa19 

(1) B pati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) 
KJa~a BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan 
hdsaran jumlah uang yang dikelola, Behan kerja, lokasi 
aJn/ atau rentang kendali. 

(2) Pdrtimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, Behan 
kdrja, lokasi dan/ atau rentang kendali yang kriterianya 
d .l k . itetap an Bupati. 

j. melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah; 
dan 

I 

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama 
I 

Pemerintah Daerah; 
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k. melakukan penagihan Piutang Daerah. 

( 4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun 
ctkn. menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD 
untuk ditetapkan oleh BUD; 

bl melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam 
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana 
bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I i . 

bert~ggungjawab kepada PPKD selaku BUD. 



a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli 

daerah; 
c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibahdaerah; 
d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 

. . 

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan 
Pengeluaran Daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. : 

(3) Kepala SKPD selaku PA berwenang: 

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan 
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran 
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah; 
c. ~enandatangani dokumen pemberian bantuan sosial; 
d. lfenetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
I . 
! 

1. m'enetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 
dalam rangkaPengelolaan Keuangan Daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 
I ' SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: 

i 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
I 
; 

pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak 
I . . 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola Utang Daerah dan Piutang Daerah yang menjadi 
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 

I 
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(8) Pt 9ertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang 
sibagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

bJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; dan 

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 
I ketentuan peraturan perundang-undangan. 
! 
i 

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 
I 

sebelumnya; 

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada 
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga 
melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

I 
I 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; dan 

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Kepala SKPD selaku KPA mengelola piutang daerah yang 
m1enjadi hak daerah sebagai akibat: 

a. perjanjian atau perikatan; 
' 

i 
I 

e. rnenetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 
' Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara 

Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

(4) oa14tn hal dibentuk .. SKPD tersendiri yang melaksanakan 
w~w'.enang melaksanakari pemungutan pajak daerah PA 
Je1J.ksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan 

I : 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Kkpala SKPD selaku PA mengelola utang dan piutang daerah 
ytln~ menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya 
m~rµpakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA 
SKPD. 

I : (6) Kepala SKPD selaku PA mengelola utang yang menjadi 
kJwajiban kepada pihak lain sebagai akibat: 

I 
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Bagian Kelima 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 11 

(1) Pt !dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
kepala Unit SKPD selaku KPA. 

(2) P~liinpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
b~rdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, 
dJm/ atau rentang kendali. · 

(3) Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan 
dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran 
Kigiatan/ sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh 
Bhpati. .. 

(4) P~rtimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan 
t~rh~dap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit 
P~laksana Teknis Daerah, dan/ atau kelurahan sesuai dengan 

I ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) PTli~pahan kewenang~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Bupati atas usulkepala SKPD. 
(6) P~liihpahan kewenangan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) 

I 1· . me iputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
Behan anggaran belanja; 

b .. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

d mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak 
i 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

. . 

(9) Dalcim hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 
jaba, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 

I ; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) P+ yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 
diba'.ntu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bi~ang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(11) Blrdasarkan pertimbangan Behan kerja, Sekretaris Daerah 
d!pat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk 

I ! melakukan pengelolaan keuangan. 
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' (7) s1Iafn kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
Kepala Unit SKPD selaku KPA dapat menandatangani SPM TU I i . 
dan SPM LS. 

(8) DAl~m hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 
jakaJ KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai I . . 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) n1am hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan I I . 

daril kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan 
kJwenangannya memungut pajak daerah kepada KPA. 

(10) oJuain hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 
I , . mempunyai tugas: 

a. m~nyusun RKA-Unit organisasi bersifat khusus; 
! 

b. menyusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

be ban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; 
I 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat 
khusus yang dipimpinnya; 

e. mrlakukan pengujian atas .tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak 

! 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 
I· 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 
! 

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya; 
I 

1. menetapkan PPTK dan PPK-UnitSKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan 
keuangan daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
; 

peraturan perundang-undangan. 

h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

I 
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I 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

g. melaksanakan pemungutan pajak daerah, khusus untuk 
I 

SKPD pemungut pajak daerah; dan 
! 



Bagian Keenam 

PPTKSKPD 

Pasal 12 

(1) Pt/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan 
menetapkan pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK. 

I : 
(2) pr~ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas 

membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

(3) Thgas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a I mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD /Unit SKPD meliputi: 

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan "Kegiatan/Sub 
kegiatan; dan 

3! melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan kepada PA/KPA. 

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas Behan pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub 
kegiatan meliputi: 

1: menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan .Kegiatarr/Sub 
kegiatan; 

2; menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 
perundang-undangan; 

3: menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan; dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada 
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/jasa. 

I 
i 

(4) 9a1am membantu tugas PA/KPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK padaSKPD bertanggungjawab pada PA/KPA. 

(11) Dflam hal KPA berhalangari tetap atau sementara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas 
utlttik mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang 

I . 
telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 

(12) Df~ melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada 
PA. 

- 23 - 



Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 
pertanggungjawaban laporan 

PPKSKPD 

I Pasal 14 
(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana 

df maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk 
jelaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

(2) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha 
k~uangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di 
SKPKD. 

I r 

(3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD 
nleikksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang 
lihgkup tugas dan wewenang BLUD. 

I ! 

(4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
I tugas dan wewenang: 

al melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran dan bendahara lainnya; 

b menyiapkan SPM; 

c I melakukan verifikasi 
' 

Bagian Ketujuh 

Pasal 13 

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1)1 berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran 
adggaran Kegiatan, Sub Kegiatan, Behan kerja, lokasi, rentang 
kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang 
kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Pebinbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan 
tuka~ dan fungsi. 

(3) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di 
Iirlgkungan SKPD /Unit SKPD. 

I 
(4) PfK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai 
dJngan tugas dan fungsinya. 

(5) oLam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki 
I 

jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat 
rubgsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati. 
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(3) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
nlerhpunyai tugas dan wewenang: 

al melakukan verifikasi SPP beserta bukti kelengkapannya 
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. menyiapkan SPM berdasarkan SPP yang diajukan oleh 
Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
I ' KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan 

rJngsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. 

(2) P1netapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 

a besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan 
Sekretariat Daerah; 

b. rentang kendali dan/ atau lokasi; dan/ atau 
c I dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang 

memberikan layanan secara profesional melalui pemberian 
oionomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

Bagian Kedelapan 

PPK Unit SKPD 

Pasal 15 

(5) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas 
m'ecibantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas 

I penatausahaan keuangan SKPD. 
I 

(6) PfKi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

I Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/ atau 
I I 

PPTK. 

bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 

f. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 

g. menyusun laporan keuangan SKPD. 
I 

e. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan 
I 

keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta 
i 
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d. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
l 

kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; 
' 



(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk I . 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka I , 
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD 
~tas usul PPKD selaku BUD. I I 

(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
1(1), memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, 
I • . 
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan 
6an mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang 
lditerimanya. 
I 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
layat (2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan 
rJwenang lainnya paling sedikit yaitu: 
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

lb. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

Pasal 16 

Bagian Kesembilan 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

e. menerbitkan surat pernyataan .verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kcilengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM; 

f. melaksanakan fungsi akuntansi pada Unit SKPD; dan 

g. menyusun laporan keuangan Unit SKPD. 
i 

(4) PlK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 
uht~k menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit 
skPD; 

(5) Kkpala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas 
Jeriibantu PPK Unit SKPD. 

laporan pertanggungjawaban 
Pembantu dan Bendahara 
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c. melakukan verifikasi 
Bendahara Penerimaan 

i 

Pengeluaran Pembantu; 

d. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
pJnerimaan pembantu/Bendahara lainnya; 



I . 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dikelolanya; 
menolak perintah bayardari PA yang tidak sesuai dengan 

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

Pasal 19 

(1) f~pati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 
f1ftuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD dan SKPKD. 
I . 

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
1( 1) memiliki tugas dan wewenang: . 
I a mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 
, ·: UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 

t 
IC. 
d. 

(1) fepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat 
Frnetapkan Pegawai ASN yang bertugas membantu 
iBendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas 
I pengelolaan Pendapatan Daerah. 

(2) r~gawa: yang ~ertugas membantu Bendahara Penerimaan 
1sebagrumana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas 
ldan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang 
ditetapkan kepala SKPD. · 

(1) p~am hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
!kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara 
IP~nerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan. 
I 

(2) IB¢ndahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan 
oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

I i 
(3) !Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud 

~qda ayat ( 1) memiliki tugas dan wewenang sesuai · dengan 
ilirigkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

Pasal 18 

Pasal 17 

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 
denganjumlah yang telah ditetapkan; 

cl. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya; dan 

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 
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dikelolanya; 

d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. • meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

f. i memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

i g.: membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif kepada KPA dan laporan 
pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kuasa 
BUD dan melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran 
secara periodik. 

(6) 
1selain 

tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 5), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan 

lw~wenang lainnyameliputi: 
a melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang 
I . ditetapkan Bupati; 
jb.: memeriksa kas secara periodik; 
·c. : menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik 

: atau dokumen fisik dari bank; 
d. I menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja 

i atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
i eksternal; 

1. I meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
fl • membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif kepada PA dan laporan 
, pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD 
! 

i secara periodik; dan 
g. ; memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

I ! ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, 
I I 
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 

I ' pembantu, 
I ' (4) Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan 
ltas pertimbangan besaran anggaran, rentang kendali 
~aii/atau lokasi. · I ! . 

(5) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud 
~ada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang: 

la. 
1 

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP; t· I menerima dan menyimpan UP, GU dan TU; 

c.: melaksanakan pembayaran atas UP, GU dan TU yang 
! 



c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga 
keuangan Iainnya atas nama pribadi . baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga 
terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus. 

! 

pekerjaan al melakukan aktivitas perdagangan, 
pemborongan dan penjualan jasa; 

b'. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan 
dan/ atau penjualan jasa; dan 

Pasal 21 

( 1) ~~ndahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 
dilarang: 

meningkatkan efektifitas 
dan/ atau pengeluaran 

Pasal 20 
' ( 1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat 

I ' menetapkan Pegawai ASN yang bertugas membantu 
I i 
Bendahara Pengeluaran untuk 
I . 
pengelolaan Belanja Daerah 
pebbiayaan. 
I f 

(2) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara 
I . 
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f ~laksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. 
I ! 

(3) Pegawai ASN yang membantu Bendahara Pengeluaran 
I . 
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

I . . 

I 

pemeriksaan internal daneksternal; dan 
:Ii. ;pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada 
j 

1SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD. 

(7) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat 
I ! 
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
bndangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi 

I ! 
bersifat khusus. 

I . 
(8) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas 

I I 

dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran. 

surat 
akibat 

atas 
hasil 

dokumen 
belanja 

tanda setoran 
koreksi atau 

I 
' 

e. menyiapkan 
pengembalian 
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(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud 
I pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan 
I kebutuhan. 

! 

Bagian Kesepuluh 

TAPD 

Pasal 22 

(1) IDalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD 
1iarig dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

(2) 1APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
Piejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai 
dengan kebutuhan. 

I 
(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

I 
y1gas: 

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
I 
b. menyusun dan . membahas rancangan KUA dan 

rancangan perubahan KUA; 

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan 
I rancangan perubahan PPAS; 

d. , melakukan verifikasi RKA SKPD; 
I e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan 

APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD; 

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan 
Pertanggungjawaban APBD; 

g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan 
I rancangan perubahan DPA SKPD; 

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 
penyusunan RKA; dan 

i. : melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan 
i peraturan perundang-undangan. 
! 

(3) Uarangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara 
I 

Pie:tterimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap 
Jegiatan, sub kegiatan, tindakan dan/ atau aktivitas lainnya 
~ang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 

- 30 - 



Daerah • yang dianggarkan dalam APBD 
dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana 

(1) sJmua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam 
I ' rentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
· hdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; dan I ! r- penerimaan Pembiayaan daerah. 

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ref'iri atas: 
a. Belanja Daerah; dan I , 
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah. I . 

(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD 
:se~agaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana 
r.~neri~aan Daerah _Yang terukur secar~ rasional yang dapat 

1a.1capa1 untuk setiap sumber Penenmaan Daerah dan 
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- 
1 . 

l!dangan. 
(5) re~geluaran 

sebagaimana I . 
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya 
dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. 

I 
I 
I 
I 

! 

Pasal 24 

(1) !ABBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
~r~san Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan 
I ! 

Pemerintah Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. 

(2) kJBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
hiempedomani KUA PPAS yangdidasarkan pada RKPD. 

(3) k~BD mempunyai -, fungsi otorisasi, · perencanaan, 
~engawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. · 

(4) kPBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban 
I • pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan 
j i 
Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan I i 
perundang-undangan, 

Pasal 23 

Bagian Kesatu 

Urn um 

BAB III 

APBD 

- 31 - 



(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: 

a. Pendapatan Daerah; 

b. Belanja Daerah; dan 

c. Pembiayaan daerah. 

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, 

(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan 
k~tentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Struktur APBD 

Pasal 27 

pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun 
anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran 
berikutnya. 

(1) fPBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah 
dalam masa 1 (satu) .tahun anggaran sesuai dengan undang­ 
hrtdang mengenai keuangan negara, 

(2) A~BD dalam satu tahun anggaran meliputi: 
I i" :~: :::::i:e~::ah yang diakui sebagai penambah 

b kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 
1 · pengurang nilai kekayaan bersih; dan 
c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 

Pasal 26 

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah. 

Pasal 25 

(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 
iy~t (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. I , 

(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah 
lebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara 
I ! 

bruto dalam APBD. 
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Pasal 28 

(1) 1endapatan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat ( 1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui I . f e~ening Kas Urn um Daerah yang tidak . perlu dibayar 
kernbali oleh Pemerintah Daerah dan penerimaan lainnya 
Jang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 

(4) Klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan daerah 
lentang APBD dirinci menurut Urusan Pemerintahan I I 

Daerah, bidang urusan, organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, 
han pembiayaan. 
I 

(5) Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
iliuraikan atau dijabarkan ke dalam aktivitas yang tidak 
terpisahkan dengan Kegiatan. 
I . 

(6) Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Bupati tentang 
benjabaran APBD dirinci menurut Urusan Pemerintahan 
I ! 

Daerah, bidang urusan, organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
I 
Kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub 
Hcian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

(7) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, 
hncian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan 
berilbiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan 
I i 

re~angan pada SKPD dan SKPKD. 

(8) Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan 
bei-undang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan 
I nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan 
r~erah serta pemutakhirannya. 

(9) Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki 
I 
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional 
1Sekolah, 

Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah 
6a'.n Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang 
~enerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, 
~enerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan 
!notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme I : 
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. I ! 

( 10) Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD 
1sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa 
bekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme 
I 1 

1ainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I 

30 huruf a meliputi: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) PJn1apatan asli daerah sebagaill:1;ana dimaksud .pada ayat (1) 
diririci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

Pasal 31 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
I 

terdiri .atas: 

a. Jeddapatan asli daerah; 
I b. pendapatan transfer; dan 

c. l~[}-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Pasal 30 

I 
Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian 
objek serta sub rincian objek Pendapatan Daerah. 

Bagian Ketiga 

Pendapatan Daerah 

Pasal 29 

ynFangan diakui sebagai . penambah Ekuitas yang 
j~rupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
~1)1 huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh 
I 
Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai 
~ehgan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui 
~ebagai pengurang Ekuitas · yang merupakan kewajiban I . 
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

I i 
(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

~y~t (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu 
~ibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

I I 
kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 
tahun anggaran berikutnya. 
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d. jasa giro; 

e. hasil pengelolaan dana bergulir; 
I 

c. hasil kerja sama daerah; 
I 
' 

f. p~mdapatan bunga; 

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 

! 
i 

(4) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana 
diinaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi I I 

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

(5) KJte~tuan lebih lanjut mengenai pajak daerah dan retribusi 
dJeiah diatur dengan Peraturan daerah yang berpedoman 
pJda undang-undang mengenai pajak daerah · dan retribusi 
aJe~ah. 

I • (6) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan I . 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
PJnJrimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 

(7) LAin-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 
dibksud pada ayat ( 1) huruf d terdiri atas: 

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
I 

· Bendahara Khusus. 

(3) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, 
ri1cikn objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah 
dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada 

I I 
SRPB dan SKPKD, meliputi: 

a. ~ajak daerah menjadi kewenangan pengelolaan pada SKPKD 

l
atau SKPD yang meiniliki tugas dan wewenang pengelolaan 
pajak; 

b. retribusi daerah menjadi kewenangan pengelolaan pada 
I 

S~PD; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi 

I 
kewenangan pengelolaan pada SKPKD; 

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi 
I 

kewenangan pengelolaan pada.SKPKD kecuali: 
1. ! hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh 

, Bendahara Penerimaan di SKPD terkait; 
2. pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait; dan 
3.! pendapatan hibah Dana Biaya Operasional Sekolah, dana 

i kapitasi dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh 
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Pasal 33 

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
1ylt (2) huruf a terdiri atas: 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
hJruf b meliputi: I . 
a. Jtransfer Pemerintah Pusat; dan 

b.1transfer antar daerah. 

(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) h uruf a terdiri atas: 

a. dana perimbangan; 

b. :d~a insentif daerah; dan 

c. ldana desa; 

(3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I huruf b berupa: t. ! pendapatan bagi hasil; dan 
b. ' bantuan keuangan. 

Pasal 32 

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai 
~ibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ a tau 
~ehgadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau 
~enerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada 
I 

bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah 
atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; 

i. beberimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah 
I I . 

terhadap mata uang asing; 
I J. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan 
pekerjaan; 

k. hndapatan denda pajak daerah; 

I. pendapatan denda retribusi daerah; 

m. f endapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

n. pendapatan dari pengembalian; 
I i o. ferndapatan dari BLUD; dan 

p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
dalf'f Pasal 30 huruf c meliputi: 

a. hibah; 
I • 

b. dana darurat; dan/atau 
I t 

c. ~aip-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 36 

Pasal 35 

( 1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
kyat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah 
I i 
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan 
beningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan 
fefentu lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kerdiri atas: 

la.; bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan 

b. bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota lainnya. 

Pasal 34 

DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a 
berJumber dari: I i. 
a. pajak; dan 

I : 
b. sumber daya alam. 

a. Dana Transfer Umum; dan I , 
b. Dana Transfer Khusus. 
I t 

(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I , 
huruf a terdiri atas: 
I . 
a. DBH· dan 
I : ' 
b.DAU. 
I 

(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I i 
huruf b terdiri atas: 
I 

1DAK 
F' ik d. a.· is ; an 

I . 
b. DAK Non Fisik. 

i 
i 
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(1) Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan I I 

pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan 
I : 

Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan 
I 
Minimal. 

Bagian Keempat 

Belanja Daerah 

Pasal 40 

Pasal 39 

Lai1""1Jin pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 
hurJr c antara lain Pendapatan Hibah Dana Bantuan 
Opetasional Sekolah dan Pendapatan pengembalian hibah tahun 

I I sebelumnya. 

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b 
merilipkkan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada 
Daefah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan 
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu 
dita.Aggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD 
sesJai [dengan• ketentuan: peraturan perundang-undangan. 

Pasal 38 

Pasal 37 

(1) fi~ah sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 36 huruf a 
merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa 
jang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 
masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri 
jarig tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 
JeAyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
~ewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) ¥ibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak 
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak 
inempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan 
!kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak 
ine1nyebabkan ekonomi biaya tinggi. 

(3) ribah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan 
hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 undangan. 
i 
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(1) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan 
Jnalisis standar belanja. I , 

(2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
+ercakup standar harga untuk belanja operasi dan standar 
tunjangan kinerja aparatur sipil negara Pada Pemerintah 

I 
IDaerah. 

I 
(3) Standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana 

I ! 
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sesuai dengan peraturan 
Jerundang-undangan. 

I 
(4) Jtandar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud 

Jada ayat (1) dan standar harga satuan daerah sebagaimana 
I 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
I I 

(5) ~tandar harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disusun berdasarkan standar harga satuan 
~egional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, 
dan kewajaran. 

I 
(6) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada 

I ' 

1erp-erintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian 
~eformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan 
Keuangan Daerah yang bersangkutan. 

Pasal 42 

(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai I , 
lrn;isan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 undangan. 
I 

(2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
tiesaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran 
JeJehatan, dan insfrastruktur. 

' 

Pasal 41 

(2) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan 
I • 

Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar 
clialokasikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. 

I i 
(3) ~elFja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan 

Piilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan 
potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah. 
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Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud 
dalarii Pasal 42 ayat (8) disesuaikan dengan susunan organisasi 
yang I d1tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. . I ; 

I . 

Pasal 45 

(1) Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan dan Sub 
~egiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (8) 

I • disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah I . . . .· 
berdasarkan ketentuan -peraturan perundang-undangan. 

(2) P~o~am, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud 
phda ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup: 

Pasal 44 

Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah 
seba~aimana dimaksud Pasal 42 ayat (8) diselaraskan dan 

I ; 

dipadukan dengan belanja Negara yang diklasifikasikan menurut 
fung~i yang antara lain terdiri atas: 

I : a. pelayanan umum; 

b. Jet~rtiban dan keamanan; 
I ! 

c. ekonomi; 

d. ++nduhngand lingf:k~1~gan hidup; 
e. prrrma an an asilitas umum; 

f. kesehatan; 

g. pUwisata; 

h I 1d·d·k d . pen 1 1 an; an 

1. pbriindungan sosial. 
i 

Pasal 43 

(7) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 
I . 

(1) : disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban 
Uerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu ,J . kegiatan. I : 

(8) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci 
Jienurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, 

I 
Kegiatan, Sub Kegiatan; jenis, objek dan rincian objek 

I ' Belanja Daerah. 
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Pasal 47 

( 1) ~elFja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(1) huruf a dirinci atasjenis: 

J. I belanja pegawai; 

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 

J. [belanja operasi; · I I 

,. [belanja modal; 

1. i belanja tidak terduga; dan 

d. [belanja transfer. 
I 

(2) 8iel<1nja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari­ 
Jari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka 

I ! pendek. 
I ! 

(3) 8ielf111ja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan pengeluaran -: anggaran untuk perolehan aset 
t~tJp dan aset Iainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 
(~atu) periode akuntansi. 

(4) Jelbja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I i . . 

huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Behan APBD 
Jntuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak 
~arig tidak dapat diprediksi sebelumnya, 

( 5) ~elanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf 
d inerupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 
~e~ada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari 
Remerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 

I 

Pasal 46 

a. i target dan Sasaran; 

J. [indikator capaian Keluaran; dan 

d. I indikator capaian Hasil. 
I • 

(3) ~omenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator 
capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang 
didasarkan pada prioritas nasional disusun • berdasarkan 
~o:rhenklatur Program dan pedoman penentuan indikator 
~a~il dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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; 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
pknghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan 
kkmampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan I . 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 undangan. 

(2) Tbbahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I I - - 

diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat 
b~rtugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, 
ctbn/ atau pertimbangan objektif Iainnya. 

(3) P~mberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN 
P~~erintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

I 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 49 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat I . 
(1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi 
yk,ng ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

I Pf~ndang-undangan. . _ 
(2) K:ompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kbp~da Bupati/Wakil Bupati, pimpinan/ anggota DPRD, dan I i , 
Pegawai ASN. I , 

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan 
s~suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 48 

ti. .belanja barang dan jasa; 
I c. belanja bunga; 
I 

d. [belanja subsidi; 
I , 

e, [belanja hibah; dan 

rJ :belanja bantuan sosial. 
I 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
I i 

( 1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal. 
I 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
a~at ( 1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga. 

I • (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
I r 

(1) [huruf d dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja I , 
bantuan keuangan. 

i 

- 42 - 



Pasal 51 

(1) ~el;anja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
(f) [ huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran 
bunga Utang Daerah yang dihitung atas kewajiban pokok 
1t4ng Daerah berdas~kan perjanjian pinjaman. 

(2) ~el,anja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
J. belanja bunga utang pinjaman; dan 
ti. belanja bunga utang obligasi. 

I 
(3) 1e~erintah 

Daerah menganggarkan pembayaran bunga 
utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD 

I . tahun berkenaan. 
I 

(4) Pembayaran bunga utang dianggarkan pada SKPD/unit 
SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang 
+elaksanakan fungsiPPKD/SKPKD terkait. 

(5) ~el~ja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian 

1b'1 k o ~e . 
! 
' 

d belanja perjalanan dinas, dan 
! 

e Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada 
I 

Ifihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. 

Pasal 50. 

( 1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I i 17 i ayat (1) huruf b 'digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 
I i . . · 
12 ! (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan I , . 
1is~rahkan a tau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. 

(2) Pieri.gadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub 

I : . 
Kegiatan Pemerintah Daerah guna pencapaian sasaran 
Jnoritas daerah yangtercantum dalam RPJMD. 

(3) B~lanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d\u~an dalam objek sebagai berikut: 

a. 9elanja barang, 

bl belanja jasa, 

c.J ~elanja pemeliharaan, 
! 
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Pasal 53 

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) 
huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Dhe~ah Iainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau 
bldan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 
b6rtiadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah 
di~eiapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
Jengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

I 

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 
I : . 

(1) [huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa 
iang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD 

I 
dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan I : · 
~et~ntuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat 
terjangkau oleh masyarakat. 

I ! 
(2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha 

tililik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
1eripakan badan yang menghasilkan produk atau jasa 
pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan 
Jelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan 
~elj11<sanaan kewajiban pelayanan umum. 

(3) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan usaha 
Jmk swasta, yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu 
dnakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh 
~aritor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

I pie111ndang-undangan. 

(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
~~an pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

(5) Dalam hal tidak · terdapat kantor akuritan publik 
s~bagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang 
ibd~penden dan ditetapkan oleh Bupati. I . 

(6) ~alam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan usaha 
Jnik swasta selaku penerima subsidi wajib menyampaikan 
1lporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi 
~eJada Bupati. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 
Jerianggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Bupati. 

i 

Pasal 52 
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I 
(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ! . . . 

11 
l ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan 

~erpberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang 
Jifatnya tidak secara terus menerus dan ·selektif yang I : . 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

I ik · 1 k ali dal k d d 1esf 
o sosia , ecu 1 am ea aan tertentu apat 

~e~kelanjutan. 

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana 
I . 

dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat 
I . 

diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan 
~elAfl lepas dari risiko sosial;. 

I • 
(3) ~e~anja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dia'.nggarkan dalam APBD sesuai dengan . kemampuan 
keuangan Daerah setelah memprioritaskan. pemenuhan 
~el1anja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 
fererintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain ~esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 54 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan I , 
peraturan perundang-undangan. 

(2) PtJberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program 
ctb! Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah 
ctkiain mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 
p~nibangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk I : 
masyarakat. 

(3) Jelanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) I ! • 

dianggarkan dalam APBD sesuai dengan • kemampuan 
I ! 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 
b:e1Jnja Urusan Pemerintahan . Wajib dan Urusan 

1en;ierintahan 
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

~etentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan 
I r • 

dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
serta monitoring dan evaluasi hibah diatur dalam peraturan 

I • • Bupati. 
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I 

. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan 
aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi 
! 

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk 
~enganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh 
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud 
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 
I 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup 

' jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki 
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam 
kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk 
menganggarkan aset tetap Iainnya mencakup aset tetap 
i 
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap 
dipakai; dan 

Pasal 55 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 
~uruf b digunakan untuk .menganggarkan pengadaan aset 
t~tap dan aset lainnya. 

I i 
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 

~u~f b meliputi: 

J. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam 
¥egiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 
kondisi siap dipakai; 

ti. pelanja peralatan dan mesin, digunakan untuk 
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, 
dan peralatan Iainnya yang nilainya signifikan dan masa 
inanfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam 
kondisi siap pakai; 
I 
I 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan 
p1erianggungjawaban bantuan sosial diatur dalam Peraturan 

I 
Bupati. 
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b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat · dan belanja 
yangbersifat wajib; 

c. !Pengeluaran · Daerah yang berada diluar kendali 
rPemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

I 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 1· . me iputi: I : 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 
; 

- 47 - 

Pasal 56 

(1) Belkja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
I ayat ( 1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Be ban 

4P~D untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 
sfr~a pengembalian atas kelebihan pembayaran atas 
le;erimaan Daerah tahun sebelumnya. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
teliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/ atau kejadian luar biasa; 

ti. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau 
I : 

o. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

aset tetap, dan harus disajikan di pos aset Iainnya sesuai 
I .. 

dengan nilai tercatatnya. 

(3) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hJnis memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. mempunyai masa manfaat Iebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

c. batas minimal kapitalisasi aset. 

(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan 
d1~ belanja modal sebesar harga beli, atau . bangun aset 

I : . 
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 
p~nkadaan/pembangunan aset sampai aset siapdigunakan. 

(5) KbtJntuan mengenai batas minimal kapitalisasi aset 
s~bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam 

I ! 
Peraturan Bupati. 

I 



Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja tidak terduga 
sebJgaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diatur dalam 

I : Peraturan Bupati. 

Pasal 57 

- 48 - 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang­ 
vndangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

i 

Daerah dan/ atau masyarakat. 

(4) Dalarn hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada 
a~at (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, 
P~merintah Daerah menggunakan: 

la. iaana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan 
I 

Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam 
!tahun anggaran berjalan; dan/atau 

,b. imemanfaatkan kas yang tersedia. 

(5) 1enjadwalan 
ulang capaian Program dan Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan 
t~rlkbih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. I . 

(6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak 
s~b~gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 

I : 
dalam Peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan. 

I 
(7) ~e11geluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tfrsedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam 
~Ki;\ SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat 
bericana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa. 

I 
(8) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik 

Josial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud 
~ada ayat (7) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

I : 
(9) ~engeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang 

belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia 
dn~garannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA 

I 
SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD. 

i 
I 



(1) ~elanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
~a~al 47 ayat (4) diberikan kepada Daerah lain dalam rangka 
kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan 
~e'-\angan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah 
sbtelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 
~emerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta 
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang­ 
Jndangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan I , 
peraturan perundang-undangan. 

I : 
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

t~rdiriatas: . I . 
a. lbantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota; 

J. .bantuan keuangan Daerah ke Provinsi dan/atau provinsi 
llainnya; dan/ atau 

cj ;bantuan keuahgan Daerah kepada desa. 

(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) I . 
bersifat umum atau khusus. I ! 

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat 
urnum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan 
kbpada Pemerintah Daerah penerima bantuan. 

(6) P~runtukan bantuan keuangan yang bersifat khusus 
s~b~gaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 
Pkmerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada 
pbn~rima bantuan. 

Pasal 59 
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Pasal 58 

( 1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 
a~at (4) digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang 
liersumber dari pendapatan Daerah kepada pemerintah desa 
Jtab pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada 
Jerilerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan I : 
lerundang-undangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 1 • k 4ianggarkan dalam APBD sesuai dengan etentuan peraturan 

perundang-undangan. 

I l 



(1) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud 
I ! 

dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a bersumber dari: 

a SiLPA; 

b. pencairan Dana Cadangan; 

cl hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dl penerimaan Pinjaman Daerah; 

e penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; 
darr/atau 

Pasal 61 

Penerimaan Pembiayaan 

Paragraf 2 

b. pengeluaran Pembiayaan. 

(2) Pimbiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diriilci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
j~nis, objek, dan rincian objek Pembiayaan daerah. 

(3) Pt~biayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan 
terhadap pengeluaran Pembiayaan. 

(4) P~IIfbiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
digunakan untuk menutup defisit anggaran. 

a penerimaan Pembiayaan; dan 

Pasal 60 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ajrat (1) huruf c terdiri atas: 

Umum 

Bagian Kelima 

Pembiayaan Daerah 

Paragraf 1 

(7) Pemberi bantuan keuangan .bersifat khusus sebagaimana 
df1aksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana 
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan 
bJiarija desa penerima bantuan. 

(8) Kitentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan 
kf uangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 
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f penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
Bersumber dari: 

I a. pelampauan penerimaan PAD; 

l pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 
I c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah; 

d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; 
I e. penghematan belanja; 
I 

f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir 
tahun belum terselesaikan; dan/atau 

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja 
I , dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. 

(3) 1erperintah 
Daerah menganggarkan SiLPA tahun berkenaan 

bersaldo nihil. I . . 
(4) JDalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan 

I 
daerah APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, I I If erp.erintah Daerah harus memanfaatkannya untuk 
penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas 
1ang dibutuhkan, volume Program, Kegiatan, Sub Kegiatan 
jang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. 

I r 

(5) ipalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan 
daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan 
Aegatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan f e?ghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan 
ferupakan kewajiban Daerah, pengurangan Program, 
Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau 
te~gurangan volume Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 

j Pasal 62 

(1) 1ei;icairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam 

1a~al 
61 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan 

pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke 
I 

Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran 
I 
berkenaan. 

I i 
(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

JeJuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan 



(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Phs~ 61 ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman 
yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai 
d~ngan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman I , 
bersangkutan. 

(2) I l . Pi . D ah di ak k Penerimaan mjaman aer igun an untu I I . 
meriganggarkan Penerimaan Pinjaman Daerah termasuk 

! 

Pasal 64 

daerah yang dipisahkan 
Pasal 61 ayat (1) huruf c 

(1) Hasil penjualan kekayaan 
s~b~gaimana dimaksud dalam l I 

dfl8f11kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) P~n~rimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah 
s&b~gaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicatat berdasarkan 

. bhkti penerimaan yang sah. 

Pasal 63 

1erfituran 
daerah tentang pembentukan Dana Cadangan 

ierrangkutan. . 

(3) Ft9cairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran 
menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun 

I ! anggaran berkenaan .. I . 
(4) :£:?al:am hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) ! belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana 
t~rsebut dapat diternpatkan dalam portofolio yang f e+,berikan hasil tetap dengan risiko rendah. 

(5) ~osfsi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

(6) ~enggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari 
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah 
s~b~gaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 
SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali I : . df t~ntukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) P~nerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal 
h~sil/ dividen/keuntungan atas rekening dana cadangan 
d~ri/ atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai 
ldi~-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
I 

ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk: 

a. Pj~bayaran cicilan pokok Utangyang jatuh tempo; 

b. penyertaan Modal Daerah; 
I : c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. PbJberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 

Paragraf 3 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pasal 67 

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam I : . . 
Pasal 161 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan 
pen~riinaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 66 

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana 
dim~~ud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e digunakan untuk 
menkahggarkan penerimaan . kembali pinjaman yang diberikan 
kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan 

I i · peraturan perundang-undangan. 

Pasal 65 

sebagaimana dimaksud pada 
dengan ketentuan peraturan 

Pienerimaan atas penerbitan Obligasi Daerah yang akan 
diterima pada tahun anggaran berkenaan. I ! 

(3) 1enerimaan 
Pinjaman Daerah · sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dapat bersumber dari: I i 
a. Pemerintah Pusat; 

J. Pemerintah Daerah Iain; 
I i !' !embaga keuangan bank; 

d. lembaga keuangan bukan bank; dan/ atau 

1· ~asyarakat. 

(4) Piet?-erimaan Pinjaman Daerah 
ayat ( 1) dilaksanakan sesuai I I 
perundang-undangan. 
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Pasal 69 

( 1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana 
I . 

dimaksud dalam Pasal 67 huruf b pada BUMD dan/ atau I I . 

brdan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau 
koperasi. 

(2) Jentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud 
phda ayat (1) meliputi penyertaan modal berupa investasi 
surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi 

I langsung. 

(3) P~n~ertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan 

I . 
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan 
dkuam Peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah I r . 

bersangkutan. · 

(4) P~raturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan 

I 
IP~D atas rancanganPeraturan daerah tentang APBD. 

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I . 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
1 • 

undangan. 
i 

Pasal 68 

( 1) ~embayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67 huruf a digunakan untuk menganggarkan 

I ! 
plen;ibayaran pokok Utang. 

(2) Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud pada 
a~at ( 1) didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan 
s~shai dengan perjanjian pinjaman. 

I : 
(3) Pelaksanaan pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana 

d~rriaksud pada ayat (1) merupakan prioritas utama dari 
s~luruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus 

I I 
diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan 

I . .. . . perjanjian pmjaman. 

1 

e. pengeluaran Pembiayaan Iainnya sesuai dengan ketentuan I . . 
peraturan perundang-undangan. 
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c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk 
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan 

I 

perundang-undangan. 

(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas 
uAium Daerah. 

I 

a. DAK; 

b. Pinjaman Daerah; dan 
! 

Pasal 71 

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf 
c, jpenggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat 

I : 
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(2) nJna Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
di~unakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan 

I ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) D1°a Cadangan sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali 
d 

I.! 
ans 

( 1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak 
diierbitkan dengan Peraturan daerah tersendiri sepanjang 
juinlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi 
juinlhll penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan I . 
Peraturan daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan. 

I : . 
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang 
te1atl ditetapkan dengan Peraturan daerah mengenai 
pJnyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan I i Peraturan daerah mengenai penyertaan modal yang I . 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

I I undangan. 
I : 

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dileiapkan sebelum persetujuan bersama Bupati dan DPRD 

I atrs; rancangan Peraturan daerah ten tang APBD I atau 
Perubahan APBD. 

Pasal 70 
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Selisih i antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran 
Bela.Ajd Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit 

I ' APBB.; 

Pasal 74 

Umum 

Bagian Keenam 

Surplus dan Defisit 

Paragraf 1 

Penge uaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167 huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 
Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

I i perundang-undangan. 

Pasal 73 

Pasal 72. 

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
PJs~ 67 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian 
Pihjiunan Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, 
PJm~rintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik 
NJgJra, koperasi, dan/atau masyarakat. 

(2) PJmberian Pinjaman ~aerah dilaksanakan setelah mendapat 
I 1 

• DPRD persetuj uan . 

(3) PJrs~tujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
m~njadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 

(4) KJte~tuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Pinjaman 
D~eiah diatur dalam Peraturan Bupati. 

! 

sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan daerah tentang 

- 56 - 

i 
(5) Pembentukan Dana Cadangan 

I I ayat i ( 1) ditetapkan dalam . I ; . 
pembentukan Dana Cadangan. 

(6) Pe~aturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diietilpkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan 

I ; . 
DP.RD atas rancangan Peraturan daerah tentang APBD. 

! . 
! 



Pasal 78 

(1) Defi~it APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan 
da~nili dan belanja daerah. 

(2) nJ1am hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari 
pere~maan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam 
Pefaturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) B~tak maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas 
maksimal defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah 

Paragraf 3 

Defisit 

Pemeriritah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD 
kepa~ai Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun I , 
anggaran berkenaan. 

Pasal 77 

Pasal 76 

Pengguriaan surplus APBD diutamakan untuk: 

a.. pJm~ayaran cicilan pokok Utang yangjatuh tempo; 
I t 

b.. pjn~ertaan modal Daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. PJmberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 

e. pJngeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan I . .. peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 2 

Surplus 

Pasal 75 

(1) Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan 
dJer~ dan belanja daerah. 

(2) nLdrn hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan 
u1t1tk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan 
dalam Peraturan daerah tentang APBD yang pelaksanaannya 
se1suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



a. kondisi ekonomi makro daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 

c. kebijakan Pendapatan Daerah; 

d. kebijakan Belanja Daerah; 

e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan 

f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I • 

disusun dengan tahapan: 

a.I ~enentukan skala prioritas pembangunan Daerah; 

b I menentukan prioritas Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan 
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan 
prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam 

I 

rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 

(1) Bf P?-ti menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS 
berdasarkan RKPD mengacu pada pedoman penyusunan 

I 
AIBD. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I : memuat: 

KUAdan PPAS 

Pasal 79 

BAB IV 

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 
Bagian Kesatu 

I 

setiap tahun anggaran berdasarkan penetapan menteri yang 
mJnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(4) Pek~rintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD 
se~agaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan 
mJnt~ri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

I 
bi1a~g keuangan setiap semester dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

(5) De~sit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dithtup dari Pembiayaan neto. 

(6) Pekhiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
mJnipakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan I , 
pe geluaran Pembiayaan. 
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Pasal 81 

Dalam ·hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama 
rancangan KUA dan rancangan PPAS, maka paling lama 6 (enam) 
mingiu 1sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS ·• disampaikan 
kepadk ; DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan I , . . . 
daerah [ tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, 
ranca.iigan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk 
dibahls idan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai I . . 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 82 

(1) Klgi~tan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
79 ayat (3) huruf b dapat dianggarkan: 

al. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau 

bl .. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk 
Kegiatan/Sub Kegiatan tahun jamak. 

(2) K1giftan/ Sub Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

J. ,pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan/Sub 
Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan 

Pasal 80 

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 
s~b~gaimana dimaksud dalam Pasal 79 pada ayat ( 1) kepada 
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas 
df ! disepakati bersama dengan Bupati dan DPRD. 

(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 
sJb!gaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh 
Bhpati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua 
bulan Agustus. .· · 

I . 
(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi 
ptrrgkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. . 

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 
sf bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

plafon anggaran 
Program dan 

c. r1nyusun capaian kinerja, sasaran dan 
sementara untuk masing-masing 
I 
Kegiatarr/Sub Kegiatan. 
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Bagian Kedua 

RKASKPD 

Pasal 83 

(1) KfPflla SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan 
PPAS. 

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan yang 
menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada 
pergantian tahun anggaran. 

(3) Penganggaran Kegiatan/Sub Kegiatan tahun jamak 
I , 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas 
pJrsktujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 

(4) PJrsetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaridatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan 

I PIAy. 
(5) Pir~~tuju8:11. bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

paling sedikit memuat: 

{ .nama Kegiatan/Sub Kegiatan; 

b. .jangka waktu pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; 

d. ijumlah anggaran; dan 
I 

d. alokasi anggaran per tahun. 
I . (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan/Sub 

Kkgiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati 
birakhir, kecuali Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak 
dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau 
k~pentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 
I r (7) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan 
I 

kta~ifi.kasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

I . 
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan 

I r Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. 

(8) P~oses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat 
itlfo1rmasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dbkumen yang dilakukan secara elektronik. 

untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan 
waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 
! 
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b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

d. efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. 

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah 
s~bkgaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a 
d~laksanakan dengan menyusun prakiraan · maju secara 
b1ertahap disesuaikan dengan kebutuhan. 

I ' . 
(2) 1raFraan 

maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 
perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan 
y~ng direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari I , 
trpn anggaran yang direncanakan. 

(3) ~en.dekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83 ayat (2) hurufb dilakukan dengan memadukan 
srl~ruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan 
SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA. I ; . 

(4) 1endekatan 
penganggaran berdasarkan Kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c I ! 

dilakukan dengan memperhatikan: 

J. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang 
diharapkan dari Kegiatan; 

' 

Pasal 85 

Pasal 84 

Dalam ~al terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat 
keadlan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, 

I ! 

kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS. 
f • 
! 
! 

b. penganggaran terpadu; dan 
' 

c. penganggaran berdasarkan Kinerja. 

(3) R~ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
kJpJda PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan 
d~e)ah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan I , 
perundang-undangan. 

! 

a. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; 

(2) RKAI SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 
dJngan menggunakan pendekatan: 

! 
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( 1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan 
p~nganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud 

I ' dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c berpedoman pada: 

a indikator Kinerja; 

b. t9lak ukur dan sasaran Kinerja sesuai analisis standar 
belanja; 

c standar harga satuan; 

dl rencana kebutuhan BMD; dan 

el Standar Pelayanan Minimal. 

(2) Tblok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
al nieru pakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari 
Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, 
keluaran, dan hasil. 

(3) T~lok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
bi merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari 
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, 
k6antitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap 
Pl i d K . rogram an egiatan, 

(4) s:a"F1' Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
rnerupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau 

Pasal 87 
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Pasal 86 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan 
pJndekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) 
dcin 1 terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD 
mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub 
K~giatan 2 (dua) .tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 

I I h b 'al semester pertama ta un anggaran eIJ an. 

(2) Etaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
uht~k menilai Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang 
b~IJm dapat dilaksanakan .atau belum diselesaikan tahun 
sJbelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun 
y!ng direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun 

I ' yang direncanakan. 

(3) D~liun hal Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan merupakan 
tJiiun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang 

l ! ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada 
tJhun yang direncanakan. 



Pasal 89 

(1) Ren;cana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 
a~at (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
kfl1mpok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek 
Pendapatan Daerah. 

Pasal 88 

(1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) 
rnemuat rencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan untuk 
t~µn yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun 
berikutnya. 

(2) Jencana pendapatan, belanja dan Pembiayaan sebagaimana 
I ' 

dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian 
I 

objek. 
I ' (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat 

Jr9rmasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
standar harga satuan dan Kinerja yang akan dicapai dari 
P~o~am dan Kegiatan/Sub Kegiatan. 

keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau 
tdlah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
d~nkan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

(5) Ahalisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hhrhr b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan 
b!aya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan. 

(6) sla~dar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hhruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang 

l ' ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan 
rrierilpertimbangkan standar harga satuan regional. 

(7) R~n,cana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) lhuruf d merupakan dokumen perencanaan kebutuhan 
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling 
kfrk_ug berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD 
dan pemeliharaan BMD. 

(8) skdar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan 
capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan 

I I 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap 
Jarga negara secara minimal. 
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Bagian Ketiga 
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' Penyiapan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD 

Pasal 90 

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan 
k~pada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 

(2) v}ri{Ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
T D untuk menelaah kesesuaianantara RKA SKPD dengan: 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di~erima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta I : ·. 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

I i undangan. · 

(3) Rbncana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 
(1~ dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, 
P1ogram, Kegiatan/ sub kegiatan, kelompok belanja yang 
masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek 
d~lsub rincian objek belanja. 

(4) Rin~ana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 
I . 

ayat (1) memuatkelompok: 
! 
; 

a penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 
menutup defisit APBD; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 
' memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing 
~iuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub 
pncian objek Pembiayaan. 

(5) urran Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 88 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang 
d~~lola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

(6) orgFisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) 
memuat nama SKPD selaku PA. 

I 
(7) Kinerja yang hendak · dicapai sebagaimana dimaksud dalam 

Pksa1 88 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolak ukur 
I ! 

Kinerja dan Sasaran Kinerja. 

(8) Ptogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) 
nierruat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam 
tahun anggaran berkenaan. · 

(9) Jegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
I , 

8r ftyat (3) memuat nama Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan 
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 



c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

l
organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, kelompok, 
uenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan 
Su b kegiatan; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi 

i 

dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
! 
I 

f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
! 

Pasal 91 

(1) P~KJ? menyusun rancangan Peraturan daerah tentang APBD 
dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah 
di~e:rhpurnakan oleh kepala SKPD. 

(2) RJncangan Peraturan daerah tentang APBD sebagaimana 
diinaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit: 

a. ,1rit;1gkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 
uenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

b. lringkasan_ APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
orgamsasi; 

k. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam hal basil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ay~t i ( 1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan 

I penyempurnaan. 

c. dokumen perencanaan lainnya; 

d. capaian Kinerja; 

e. indikator Kinerja; 

f. analisis standar belanja; 

g. standar harga satuan; 

h. perencanaan kebutuhan BMD; 

i. Standar Pelayanan Minimal; 

j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; 
dan 

b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran 
I 

sebelumnya; 
I 
I 
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a. KUA dan PPAS; 
r 



Pasal 92 

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun 
I I 

oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. 

lain; 
! 

k. ld#tar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
idiselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 
l811ggaran yang direncanakan; 

1. ldaftar Dana Cadangan; dan 

m.1daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
te~difi atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran APBD. 

(4) ~~angan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling 

al "kl, se 1 it: 

a. ~~gkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 
~~lompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek 
rindapatan, belanja dan Pembiayaan; 

b. r~njabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, 
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek 
r.endapatan, belanja dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; I . ran 
d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 

I . 
1:tuan sosial, 
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g. daftar Piutang Daerah; 
i 
I 

h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah 
. I 

lainnya; 
I . . 

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap I . . 
Daerah; 

i 

J. d~tar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain- 
1 



Pasal 94 
(1) P1mpahasan rancangan Peraturan daerah tentang APBD 

di~aksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati 
menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang APBD I I . 

bls~rta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I . 

(2) P1mpahasan rancangan Peraturan daerah tentang APBD 
bl~edoman pada RKPD, KUA dan PPAS 

(3) Dr,I~ pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang 
AfB!D, DPRD dapat meminta RKA SKPD sesuai kebutuhan 
d'lam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 

I : 
(4) Dftl~ pembahasan rancangan Peraturan daerah tentang 

APBD, Bupati dan/ atau DPRD dapat mengajukan usulan 
p~nambahan atau perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam 
rdncangan Peraturan daerah tentang APBD baik yang terdapat 
a~atl tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui 
bersama. 

(5) PJniunbahan atau perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan dapat 
I : 

dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak. 
(6) Pf o~es penyampaian dan pembahasan rancangan Peraturan 

daerah tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran 
d+t~, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 

! 

(1) B1f Pfti wajib mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang 
A~Bp beserta penjelasan dan · dokumen pendukung kepada 
DPRD. 

(2) Rkcangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada 
aY.11at! (1) diajukan paling lambat.· 60 (enam puluh) hari sebelum 
1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh 
p,rsftujuan bersama an.tara Bupati dan DPRD. 

(3) Plnjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan 

I • 
PP.AS. 

! 
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BABV 

PENETAPAN APBD 

Bagian Kesatu 

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBD 

Pasal 93 



(3) 

(2) 

Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas: 
Ii iuk p ct ah a. rpengaJu an rancangan eraturan aer ten tang APBD 
I kepada DPRD; dan 
b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 

I 

Peraturan daerah tentang APBD 

Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati 
f~ndelegasikan kepada Wakil Bupati untuk: 
a.mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD 

1fepada DPRD; dan 

b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan 
Peraturan daerah tentang APBD. 

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau 
~erhentara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat 
fB.?g berwenang selaku pejabat/pejabat 
ferentara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan 

1al}cangan 
Peraturan daerah .tentang APBD kepada DPRD, 

sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap 
I : .. rancangan Peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh 
bej'abat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 

(1) 

Pasal 97 

(2) 

1e~setujuan 
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 

ayat ( 1) diwujudkan , melalui penandatanganan dokumen 
~ersetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. 
Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud 
~a1a ayat (1) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD. 

(1) 
Pasal 96 

(1) Bupati dan DPRD melakukan persetujuan bersama 
6eidasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan daerah 

I ! 
~entang APBD. 

(2) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan 
I , 

1e~aturan 
daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. 

Tentang APBD 

Pasal 95 

I 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah 

Bagian Kedua 
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a. ringkasan APBD; 

b. rin~kasan penjabaran APBD sampai dengan rincian objek; 

c. rin~k~san APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
I : . . orgamsasi; 

d. rinbian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
orgariisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian 

t • 
objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

e. reJapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan 
Pe~~rintahan Daerah, organisasi, Program dan Kegiatan; 

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana 
dimai.Jsud dalam Pasal 98 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri 

I 

atas: 

Pasal 99 

I 

(1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan 
h1ersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak 
d~s~paikan rancangan Peraturan daerah tentang APBD oleh 
Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan 
~erfturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka 
A'.PBD tahun anggaran sebelumnya. 

I 
(2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana I , . . 

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang 
b1ersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

(3) kgka APBD tahun anggaran sebelumnya .sebagaimana 
I ' . . 

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilampaui apabila terdapat: 

l ! kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan 
I 'tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau 

b, , keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai 
I 

j dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 98 

berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat 
I : . sementara Bupati. I . 

(4) 9a1r,m hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau 
sf°tentara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas 
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama 

I : terhadap rancangan Peraturan daerah tentang APBD. 
j 
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Pasal 101 

( 1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati 
ril.elaksanakan pengeluaran setiap bulan paling ,tinggi sebesar 

Pasal 100 

(1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Phshl 98 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati 

I : 
setelah memperoleh pengesahan dari gubernur. 

(2) Jrtuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), rancangan Peraturan Bupati ten tang APBD beserta 
1Jmbirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari 
t,rhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama 
dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang 

I 
APBD. 

(3) Ababila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan 
P~r~turan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
rtlenetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan 
B1uJati. 

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam 

I . . 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

I ! . 
g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

h. daftar Piutang Daerah; 

i. d4+ penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
ctakrah; 

k. dJta:r perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; 

1. da~ti Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
. J i mi; ! I : 

m. daftar Dana Cadangan; 

n. dJtcir Pinjaman Daerah; 

o. dJtar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; 
ctab 

p. dJtar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan 
sobial. · 
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(3) 

(2) 

Pasal 103 

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
I 
Pasal 102 ayat (4) dilakukan oleh Bupati melalui TAPD 
I 
ref sama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

Hasil penyempumaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ri~etapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. 

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
hy~t (2) berlaku ketentuan sebagai berikut: 

( 1) 

. 
(1) Raricangan peraturan daerah tentang APBD yang telah 

d!s~tujui bersama antara Bupati dan DPRD dan rancangan 
p~rituran bupati tentang penjabaran APBD disampaikan 
k~pada gubemur paling lambat 3 (tiga) hari .sejak tanggal 
p~rJetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk 

I ! . 

dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati. 
I : 

(2) Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan 
B~~ati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada 
aj,at (1) disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati 
ahtara Bupati dan DPRD. 

(3) E~Juasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) 9..J.m ha! gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
meJyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah I I 

tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang 
pbnjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
s~s*ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kbpentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati 
bbr~ama DPRD melakukan penyempumaan paling lama 7 
(thj4h) hari sejak hasil evaluasiditerima. 

Bagian Ketiga 

Evaluasi Rancangan APBD 

Pasal 102 

seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran 
I ! 

sebelumnya. . 

(2) P~nkeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{f) :dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak 
skst:iai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 

! 
! 
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( 1) Rancangan Peraturan · daerah ten tang APBD dan rancangan 
P~raturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah 
dieJaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan daerah 
tJniang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

I ! . 
APBD. I , 

(2) Penetapan rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan 
r*1cangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 

I 

dvakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
sebelumnya. · 

(3) Bhpati menyampaikan Peraturan daerah tentang APBD dan 
P~rcituran Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur 
pAfi~g lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan daerah dan Pt~turan Bupati ditetapkan. 

(4) Dfam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang 
menetapkan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan 

Pasal 105 

Penetapan rancangan Peraturan daerah APBD rnenjadi 
I • Peraturan daerah dan . rancangan Peraturan Bupati ten tang 

P~njabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang 
P~n}abaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses I . . 
penetapan APBD. I , 
Pfn1etapan rancangan . Peraturan daerah APBD menjadi 
Peraturan daerah dan _rancangan Peraturan Bupati tentang 
P~njabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang I I 

Pfnjabaran APBD ditandai dengan penomoran, 
penandatanganan dan pengundangan ke dalam lembaran I I 

daerah. 

Pasal 104 

Bagian Keempat 

Penetapan Peraturan Daerah APBD dan 

Peraturan Bupati Penjabaran APBD 

a. dijadikan dasar penetapan Peraturan daerah tentang 
J\PBD; 

ti dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya; dan 
,· i 

a. disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah keputusan tersebut ditetapkan. 
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(1) 



i 

(1) Semua Penerimaan _ Daerah dan Pengeluaran Daerah 
dibbarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas 
Urnum Daerah yang dikelola oleh BUD. . 

Pasal 108 

Bagian Kesatu 

Umum 

BAB VI 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

I 

01. penetapan rancangan Peraturan Bupati APBD menjadi 
Peraturan Bupati. 

I 

(3) Bupati menyampaikan Peraturan daerah tentang APBD dan I . . 

1eraturan 
Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubemur 

1aling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

(4) Bupati wajib menginformasikan substansi Peraturan daerah 
APBD yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada 

I i masyarakat. 
I 

Bupati harus mendapat nomor registrasi atas Peraturan I . 
daerah APBD dari gubernur. I , 
Bupati beserta Sekretaris Daerah menyusun dan I . 
menandatangani: 

J. penetapan rancangan Peraturan daerah APBD menjadi 
' 
Peraturan daerah; dan 

Pasal 107 

(2) 

( 1) 

Pasal 106 
i 
I 

Bupati lmenerima surat .keputusan sebagai dasar penetapan 
rancabgan Peraturan daerah APBD menjadi Peraturan daerah dan 
rancabgk.n Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi 
Perattlr~ Bupati yang berupa: 

a. Su~at Keputusan gubernur dalam hal evaluasi menunjukkan 
hain sesuai; dan 

b. Su~at Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan 
periyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai. I . 

i 
I 

' 

Bupati tentang penjabaran APBD. 

- 73 - 



Pasal 112 

( 1) Se · ap pejahat dilarang melakukan tindakan yang herakihat 
pehg~luaran atas Behan APBD apahila anggaran untuk 

Peneri;mfan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan 
Daerap tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, 
kecuali • ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

I i 
perundang-undangan. 

! 

Pasal 111 

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain 
dari yb~ diatur dalam Peraturan daerah, kecuali ditentukan lain 

I , · 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

; 

Pasal 110 

Pasal 109 

(1) Pt/fPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Penerimaan Pemhantu/Bendahara Pengeluaran I , 
Pemhantu, Bendahara Khusus dan orang atau hadan yang 
Jenerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajih I , 
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan I , . . 
peraturan perundang-undangan. 

(2) PJja~at yang menandatangani dan/atau mengesahkan 
dokumen yang herkaitan dengan surat hukti yang menjadi 

I ! • 
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD 
hJrtk.nggung jawab terhadap kehenaran material dan akihat 
yang timhul dari penggunaan surat hukti dimaksud. 

(3) Kkhbnaran material sehagaimana dimaksud pada ayat (2) I i .. ·· 
merupakan kehenaran atas penggunaan anggaran dan hasil 
yJn~ dicapai atas Behan APBD sesuai dengan kewenangan 
pJjahat yang bersangkutan .. 

i ,· 

(2) Dalam hal Penerimaan -· dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan 
k~terituan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 
m~lalui Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan 
ctk i Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya 

I : 
pengesahan BUD atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran 
d~,PA. 
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Pasal 114 

( 1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD 
I • membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang 

sehat. 

(2) BJnk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oIJh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 undangan. 

Kas Umum Daerah 

Bagian Kedua 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

h.1pejabat Iainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. 

(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana 
dif¥sud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun 
anggaran berkenaan. 

Pasal 113 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan laporan 
pertanggungjawaban; 

d. lpejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

f. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara 
Pengeluaran Pembantu; 

g. Bendahara Khusus; dan 
' 

mT~biayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 
cukup tersedia. 

(2) sJtiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA 
dab SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) BJplti dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran 
aJ.s Beban APBD untuk tujuan Iain dari yang telah ditetapkan 

I t 

dalamAPBD. 
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Penerimaan/Bendahara 
dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu SKPD pada 

(1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk 
mymbuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan 
oleh Bupati pada bank umum. 

(2) BJpati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk 
m~~buka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan I , 

· oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP. 
I i 

(3) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 
peb~eluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening I i bank atas nama Bendahara 
Pebe1rimaan Pembantu I : 
Pengeluaran/Bendahara 

I 

Pasal 116 

( 1) Df am pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan 
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening 

I· d k · 1 db k penenmaan an re enmg penge uaran pa a an yang 
di{etapkan oleh Bupati. 

(4) RJkening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari. 

(5) RJkening penerimaan sebagai rekening bersaldo nihil yang 
I 

seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas 
Uilium Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari. 

(6) D~am hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana 
diinaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan 
seli~p hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala 
yahg ditetapkan dalam Peraturan Bupati. 

(7) RJkJning pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di6pbrasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana 
untuk membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah 
DJetah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya 
diiet~pkan dengan Peraturan Bupati. 

(8) Pebindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/ atau I . 
rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas 
Uilium Daerah dilakukan atas perintah BUD. 

Pasal 115 

(3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diinJat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang 

I I bersangkutan. 
I 
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Bagian Ketiga 

Penyiapan DPA SKPD 

Pasal 120 

(1) P~K? memberit~ukan kepada kepala SKPD ag~ menyusun 
dan I menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 
(tika) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
ditetapkan. I . 

(2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mf ni.uat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, 
Kegiktan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, 

I : . . . . rencana penenmaan dana, dan rencana penankan dana setiap 
scituan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

( 1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat 
mendepositokan dan/ atau melakukan investasi .jangka pendek 
atJs j uang milik Daerah yang sementara belum digunakan 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas 
da~rah dan kualitas pelayanan publik. 

(2) De~ofito dan/ atau investasi jangka pendek • sebagaimana 
dirilaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum 
oa1erah paling lambat per 31 Desember. 

Pasal 119 

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan 
oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank 
yang I bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru dang-undangan. 

I 
! 

Pasal 118 

Pemefn~ Daerah ==. memperoleh bunga, jasa giro, 
darr/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank 
berdaka.i-kan tingkat suku bunga dan/ atau jasa giro yang berlaku 

I ! 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 117 

bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah sesuai I . 
dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme 
pe~~rimaan Pendapatan Daerah .dan Belanja Daerah. 

I 
I 
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Pasal 122 
I I 

(1) PfKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah 
Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai 
pJngeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang 

I tercantum dalam DPA SKPD. 

(2) Abggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat 
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan 
dk i perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk 
rrieridanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode. 

Bagian Keempat 

Anggaran Kas dan SPD 

Pasal 121 

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama 
I : dengan kepala SKPD yang bersangkutan. 

(2) vJrifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud 
pJdJ ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari 

I 
sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran 

I ! 

AIBp. 
(3) Berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

I 
(1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah 
m~ndapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 

(4) o~Jrn hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

I • A1BD, SKPD melakukan penyempumaan rancangan DPA 
SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan 
Sclkretaris Daerah. 

I ! 

(5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada 
a~at[ (3) dan ayat (4) disampaikan kepala SKPD yang 
bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional 
m~lakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari 
sJjak tanggal disahkan. 

I 
(6) DfA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 

oleh kepala SKPD selaku PA. . 

(3) Klp~la SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah 
disusun kepada PPKD paling lam bat 6 ( enam) hari setelah 
pebberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d.l I ik isampai an. 

- 78 - 



(1) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh 
p,n~rimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 
dalam waktu 1 (satu) hari. 

(2) oLam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan 
kJmunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 
kJuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran 
pJnJrimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
m~lebihi 1 (satu) hari. 

(3) sJtilp penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap 
I . dan.sah atas setoran. 

(4) B~kl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi 
dokumen elektronik. 

(5) P I ! · d b · di ak d enyetoran penenmaan pen apatan se agaimana rm su 
I ' pada ayat ( 1) menggunakan surat tanda setoran a tau bukti 

1 I. i amnya. 

Pendapatan Daerah 

Pasal 125 

Bagian Kelima 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan DPA 
I : SKPD, Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasalr_ 120, sampai dengan Pasal 123 diatur dalam Peraturan 
BupaL. i 

Pasal 124 

(3) S~Di sebagaimana ~imaksud p~da ayat (1) disiapkan oleh 
Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. 

I 

' 

Pasal 123 

( 1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan I , 
mempertimbangkan: 

I 

a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 

b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan 

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang 
I 

tercantum dalam DPA SKPD. 
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( 1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun I . . 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 
penerimaan yang bersangkutan. . 

(2) Pehg~mbalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 
I ' tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan 

Pasal 128 

( 1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 
I , 

pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
peherimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Be~tjahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 
Iaporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui 
PPK • SKPD paling Iambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
b l,k; en utnya. 

(3) Be~dahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan 
IaJo~an pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling I , . . 
11~at tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan 
pehanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada 
aykt 

1(3) 
dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

Pasal 127 

( 1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud 
I : 

data.tj:i P~sal 125 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau 
nontunai. 

(2) Pehy~toran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggap sah 
sefelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen Iain 
yabg;dipersamakan. 

(3) Behdahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, eek atau I . . . 
surat berharga yang dalam penguasaannya: 

I • a. lebih dari 1 (satu) hari; dan/atau 

b. lJs nama pribadi. . 

Pasal 126 

(6) Ke erituan lebih lanjut mengenai penyetoran penerimaan 
seia~aimana dimaksud pada .ayat (2) diatur dalam Peraturan 

I • . Bupati. 
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Pasal 130 

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui 
I . 

PrK1 SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. 

(2) PJngajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan 
bJsaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara 
PJngeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan 

I ! 

SPD; atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

(3) PJngajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan 
bcisaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara 

I . 
Pengeluaran Pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD 
aiau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. 

I . 
(4) SPP!sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. SPPUP; 
b. SPP GU; 
c. SPP TU; dan 

dl SPP LS. 
(5) Sf Pf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri 

atas: 

Bagian Keenam 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 129 

( 1) S~tiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan 
sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) PJnieluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat 
I 

dilakukan sebelum rancangan Peraturan daerah tentang APBD 
dite~pkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

(3) PJngeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
I termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/ atau keperluan I , 

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
1 ! undangan. 

dehgan membebankan pada rekening penenmaan yang I i , 

bersangkutan. 

(3) Pehgembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan 
dehgan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 
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(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran I I 

Pembantu mengajukan SPP-TU untuk melaksanakan 
Kebatan/Sub Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak 

I ' dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU. 

(2) B1taf jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan 
dari 'PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan 
w~tu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

(3) 0J1Jn hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, 
siJa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(4) KJtentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana 
diinaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk: 

a. Kegiatan/ Sub Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 
I 

(satu) bulan; dan/ atau 

b. Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal 
dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di 
luar kendali PA/KPA. 

! 
I 

(5) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
I 

dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana. 

Pasal 132 

( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 
Behd1ahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. 

(2) Peberbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh 
I • I Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

(3) Bekaran UP dan GU sebigaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
aylt (2) ditetapkan dengcin Keputusan Bupati. 

(4) Pehgajuan SPP UP seJagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diJjukan dengan mela.inpirkan Keputusan Bupati tentang 
be~aran UP sebagaimanJ dimaksud pada ayat (3). . I , i 

(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilr4piri dengan d9kumen . asli pertanggungjawaban 
penggunaan UP. 

Pasal 131 

a. SPP TU; dan 
I : 

b. SPP LS. 
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Pasal 136 

(1) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara 
PJngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana 

(1) Berdasarkan pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam 
Pdsal 131 ayat (1) PA/KPA mengajukan permintaan UP 
k~pada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP. 

(2) BJrdasarkan pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud 
ddiain Pasal 131 ayat (2), PA/KPA mengajukan penggantian 

I 
UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan 
m~nerbitkan SPM GU. 

(3) BJrdasarkan pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam 
PJsaI 132, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa 
Bt.JD dengan menerbitkan SPM TU. 

Pasal 135 

Pasal 134 

(1) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat 
(1)1 huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari 

I 
sejak diterimanya dokumen dari pihak ketiga melalui PPTK I . . 
serta dinyatakan lengkap dan sah. 

(2) Pehgajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan 
I di k . d k yang itetap an sesuai engan etentuan peraturan I , 

perundang-undangan. 

( 1) Pe1efbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh 
Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran: 

I '.. d . a. gaJ1 an tunjangan; 
I 

b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan 
I 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 
I peraturan perundang-undangan. 
I • (2) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan 

barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
da~at juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu 

I 
dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

I 
KPA. 

Pasal 133 · 
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(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA 
I sn apa ,1 a: 

! 
! 

a. tidak dilengkapi surat pemyataan tanggung jawab PA/KPA; 
dan/atau 

Pasal 137 

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang 
diierima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional 
m~tra kerjanya. 

I 
(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

Iaina 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 

(3) D~~ rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada 
- ay~t ;(2), Kuasa BUD berkewajiban untuk: 

a. b.eneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA 
I 
berupa surat pemyataan tanggung jawab PA/KPA, 

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas . Be ban APBD I , 
[Yang tercantum dalam perintah pembayaran; 

c.1menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; 
1dan 

d. !m~merintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran 
Daerah. 

dimaksud dalam Pasal 133, PPK SKPD/PPK Unit SKPD 
I 

melakukan verifikasi atas: 
I i 

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak 
I ih penagi ; 
I . 

b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ 
kehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan 
I 
barang/ jasa; dan 
I : 

c. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(2) Be~dasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)[ PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Behan APBD 
mdlalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD. 

(3) DJlam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA 
tid~k menerbitkan SPM-LS. 

(4) P~/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil 
veiifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 
ay1t (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya 

I 
SP,. 
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Pasal 141 
i 

( 1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 
I ' mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada 

PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 
b I ·,l enK.u tnya. - 

I ! 
(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

pa!da SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional 

PA/KlA\ dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun 
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir. 

! 

Pasal 140 

I 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
sebaghl wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib 
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipun1 tnya ke Rekening Kas Umuni Negara. 

i . 

Pasal 139 

Pasal 138 
I 

i 
(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu I i 

melaksanakan pembayaran setelah: 

a. hieneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang 
Uiterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; 

b. b~nguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 
I dalam dokumen pembayaran; dan 

c. benguji ketersediaari dana yang bersangkutan. I , 
(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

wdjib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA jika 
pei-s;aratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak 
dite~uhi. 

(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
behanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang 
dil~~sanakannya. I ! 

i 
I 
i 

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. 
I • ( 5) K9asa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 
1 (~aiu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. 
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. . 

Kead an yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan 
dalani tahun anggaran berjalan untuk: 

I : · d fi · a. menutupi e isit anggaran; 

Pasal 143 

Daerah 

dan penatausahaan penerimaan dan 
Pembiayaan Daerah dilakukan : oleh kepala 

Pembiayaan Daerah 

Pasal 142 

Bagian Ketujuh 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 
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( 1) Pl1af sanaan 
pengeluaraan 

I ' SKPKD. 
I i 

(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan 
I ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
lk: . D ah Re enmg Kas Umum aer . 

(3) D~ ha! penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 
p9raturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui 
Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 
pJn~esahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah 

I • terse but. 

~tasi pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya 
dclngan menyampaikan . laporan pertanggungjawaban 
t~ngeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 
10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

I I , 
(3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan 

~clrUinggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan 
pcln;ampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam 

I I : 

1eraturan 
Bupati. 

( 4) f~n~ampaian pertanggungjawaban Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara 
tuhgsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan f +elah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban 
pengeluaran oleh PA/KPA. 

(5) Y~Ilfk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan 
:bJs~mber disampaikan paling lambat tangal 31 Desember. 



Pasal 145 

(1) P1n~alokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan 
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 

I 

( 1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
K!s [ Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana 
pJntkunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. 

(2) PJm~ndahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
Kis I Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan 

I ' berdasarkan Peraturan daerah tentang pembentukan Dana 
I : Cadangan yang bersangkutan mencukupi. 

(3) PJmindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
tiAggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan 
se:suai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai 
dengan yang ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang 

I pembentukan Dana Cadangan. 

(4) PJmindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening 
K1s • Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I - 
difakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa 
BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 144 

b. mfnpanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 
anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang Daerah dan/ atau obligasi 
d,e~ah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului 
perubahan APBD; 

d. mblunasi kewajiban bunga d.an pokok utang; 

e. mbndanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat I - - 
adanya kebijakan Pemerintah Pusat; 

f. mbndanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia 
I anggarannya; dan/ atau 

g. mbndanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya 
di6rigkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD 

I 
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai I . . 
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun 

I • anggaran berjalan. 
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Bagian Kedelapan 

Pengelolaan BMD 

Pasal i47 

(1) Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan Kegiatan yang 
11.. · kb h d me iputi perencanaan e utu an an penganggaran, I , 

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan 
Pfll1;eliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 
penghapusan, penatausahaan · dan pembinaan, pengawasan 
dk 'pengendalian. 

(2) Pingelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
I I . 

d~laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD 
beri""1jiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan I . 

oleh kepala SKPKD; 

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang 
tercantum dalam perintah pembayaran; 

c. Je~guji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 

d. Je~olak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 
p6ngeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 

I ! 

ditetapkan. 

Pasal 146 

di etapkan dalam Peraturan daerah tentang pembentukan 
I : 

Dana Cadangan. 

(2) Aibklsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

I I 
rekening Dana Cadangan. 

(3) P~m~dahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
difa1fukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan 
PP.KD. 
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( 1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana 
duJaksud dalam Pasal 148 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) PeJibahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilhli.kan jika terjadi: 

a. Je;kembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; I : 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 

Jnggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar 
I 

f~gram, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis 
belanja; 

I i c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran 
I • sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 
I ! 

berjalan; 
I I 

d. keadaan darurat; dan/ atau 

e. Jeadaan luar biasa. 
i 
i 

Bagian Kedua 

Dasar Perubahan APBD 

Pasal 149 

' 
(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester 

I ' pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan 
bei-ikutnya. 

(2) Labo}an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

I , 
anggaran berkenaan. 

Pasal 148 

APBD 

Bagian Kesatu 

Laporan Realisasi Semester Pertama 

BAB VII 

11APORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA 

APBD DAN PERUBAHAN APBD 
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Pergeseran anggaran dapat 'dilakukan antar organisasi, antar unit 
organisasi, antar Program, · antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, 
antarl jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek 
belanja dan/ atau sub rincian objek. 

Bagian Keempat 

Pergeseran Anggaran 

Pasal 151 

b. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan/Sub 
Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD 
apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c. capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan/Sub 
Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD 
apabila melampaui asumsi KUA. 

b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja 
Daerah; dan/ atau 

c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah. 

(2) Bu pati memformulasikan • perkembangan yang tidak sesuai 
dcingan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke 

I dtlam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS 
berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) ol1am rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud 
p~da ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi 
dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. 

I I · 
(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud 

pJdJ ayat (2) disertai penjelasan: 

a. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat diusulkan 
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan 
mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun 
anggaran berjalan; 

' 

Daerah; 
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan 

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 
sdbJgaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a dapat 
bJrupa terjadinya: 

I 
i 

Bagian Ketiga 

Perubahan KUA PPAS 

Pasal 150 
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Bagian Kelima 

Penggunaan SiLPA 

rahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD 

J Pasal 153 

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan 
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) 

I I 

huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA 
I 

SKPD dan/ atau RKA SKPD. 

( 1) Pergeseran anggaran an tar organisasi, antar unit organisasi, 
antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar 
jeJis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 
ditakukan melalui perubahan Peraturan daerah tentang APBD. 

(2) Pe~g~seran anggaran an tar objek belanja dan/ atau an tar 
rincian objek belanja dan/atau sub rincian objek sebagaimana 
diin~sud dalam Pasal 151 dilakukan melalui perubahan 
Pe~aiuran Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(3) Pe~geseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja 
dah iantar rincian objek belanja dan/ atau sub rincian objek 

I : 
dalam objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diietpkan oleh Bupati. 

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ay~t f (2) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. 

(5) Pe~bahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan 

I 
dalam rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD 
adiui ditampung dalam laporan realisasi anggaran. 

(6) Pehibahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD I I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan 
reillikasi anggaran apabila: 

a. tidak melakukan perubahan APBD; atau 

b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan 
daerah tentang perubahan APBD. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran 
abg~aran diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 152 
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Pasai 156 

( 1) Dalam hal keadaan luar biasa yang men ye babkan estimasi 
pinerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% 
(limk puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 
ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan 
bkv dan/ atau peningkatan capaian sasaran kinerja Program 
db: Kegiatan/Sub Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) da1am hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi 
pkn~rimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 

I : 
50°/o (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I ' 1 ss: ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/ atau 

Pasal 155 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(slt~) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa 

I . 
seraraimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf e. 

(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mbrupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dah)atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau 
pe~tirunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 

(3) K1teptuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD akibat 
keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
d 11am Peraturan Bupati. 

i 

Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Bagian Ketujuh 

Pasal 154 

(1) Pem~rintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk 
m~n,danai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sJbdgaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf d I ; 
dalam rancangan perubahan APBD. 

(2) nh1Jm hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 
s,b~gaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah 
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak 

I ! melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut 
di1s8!Ilpaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

Bagian Keenam 

Pendanaan Keadaan Darurat 
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(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan 
I 

K!U~ dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 159 

Pasal 158 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati 
Btpati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

I : . 
157 i ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam 

I : menyusun RKA SKPD. 

(2) Pifl\bahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai 

I : 
dengan: 

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bani; 

b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 

c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; 
dan/atau 

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening 
perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar 
belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan 
BMD serta dokumen lainyang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran 

I ! berkenaan. 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 
I I 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) disampaikan 
kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus 

I i 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

I : 
(2) R~cangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan 
diie~akati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS I , . 
palirig lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun 

I : anggaran berkenaan. 

Bagian Kedelapan 

Penyusunan Perubahan APBD 

Pasal 157 

i 
pengurangan capaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan/ 
Stlb Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 162 

(1) RK;A SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan 
perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam 
pe~ubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD .dieampaikan 
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. · 

(2) Ve~fikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan 

I ! 

pe,J?ahan DPA SKPD dengan: 

a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 

b. brakiraan maju yang telah disetujui; 
I i 

c. dokumen perencanaan lainnya; 

d I . . Ki . . capruan neIJa; I . 
e. incfikator Kinerja; 

Pasal 161 

(1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam 
Plsa1 158 ayat (2) huruf b, berupa peningkatan atau 
p1ngurangan capaian sasaran kinerja Program dan 
Kegiatan/Sub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. 

(2) PJningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja 
~ogram dan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. 

(3) Pdrubahan DPA SKPD memuat capaian sasaran kinerja, 
kJio~pok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek 
p,ndapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan 
perubahan maupun setelah perubahan. 

Pfs~l 150 ayat (2) serta Pedoman Penyusunan Perubahan RKA 
SKPD. 

I 
(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kfp~da PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan 
Peraturan daerah tentang perubahan APBD. 

I 

l Pasal 160 

Keten uan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD 
sebaglumana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 90 
berlaku j secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA 
SKPD pada perubahan APBD. 
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organisasi; 
; 

c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
I 

organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, 
I 

belanja dan Pembiayaan; 

d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut 
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program dan 
K~giatan; 

e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

f. daftar jumlah Pegawai ASN per golongan dan per jabatan; 

g. d~ftar Piutang Daerah; 

h. daftar penyertaan . modal daerah dan investasi daerah 
lainnya; 

1. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah; 

( 1) Pf KP menyusun rancangan. Peraturan daerah ten tang 
perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA 

I I 

SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempumakan 
I l oleh kepala SKPD. . 
I I 

(2) Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD 
sJbagaimana dimaksudpada ayat (1) memuat lampiran paling 
sJdil<lt terdiri atas: · · · 

I 

a. ringkasan APBD yangdiklasifikasi menurut kelompok dan 
jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

i 

b. ringkasan APBD menuruturusan Pemerintahan Daerah dan 
t . 

Pasal 163 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ia~1 ( 1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan 
penyempumaan. 

f. analisis standar belanja; 

g. standar harga satuan; 

h p~rencanaan kebutuhanBMD; 

i. Standar Pelayanan Minimal; .dan 
; 

- 95-:- 

j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA 
SKPD. 

: 
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Bagian Kesembilan 

Penetapan Perubahan APBD 

Pasal 165 

Bupati wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
peru6aAan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 
pendhk~ng untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 
bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun 

I : anggaran berkenaan. 
I 

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah 
disuJu~ oleh PPKD disampaikan kepada Bupati. 

Pasal 164 

d daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
i 

bantuan sosial. 
' 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, 
o?jek, rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; 
I aan 

Urusan menurut APBD perubahan b penjabaran 

J. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain- 
1 

I, am; 
l 

k dhltar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
' diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berkenaan; . 
! 

1. daftar Dana Cadangan daerah; dan 
I , 

m. daftar Pinjaman Daerah. 

(3) Dbkumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tJrdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati 
tJntkng penjabaran perubahan APBD. 

(4} Plr~turan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 
sJb~gaimana dimaksud pada ayat (3} memuat lampiran paling 
sJdikit terdiri atas: 

a. ringkasan penjabaran · perubahan APBD yang diklasifikasi 
I 

menurut jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja 
dk Pembiayaan; 

' 
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Bagian Kesebelas 

Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD 

dan Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan APBD 

Pasal 168 

(1) Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD yang 
tJlah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan 
r4n~angan Peraturan · Bupati tentang penjabaran perubahan 
APBD disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) 
hhri terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan 

l 

( 1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan I . 
daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD 
b~rsama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun 
ahggaran berkenaan berakhir. 

(2) ~a1f" hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan 
B~pati terhadap rancangan Peraturan daerah tentang 
Pfr1:1bahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang 
telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

I : . 
(3) Penetapan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan 

I ' Ar~D dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan daerah 
t1ntang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 
sebelumnya, 

Bagian Kesepuluh 

Persetujuan Rancangan Peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD 

Pasal 167 

(1) P9mbahasan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan 
APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati 
Jenyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang 
p~nibahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung 
s1siai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) PT~bahasan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan 
APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA 

I dan perubahan PPAS. 

Pasal 166 
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(1) Penyempumaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Plsa1 168 ayat (4) dilakukan oleh Bupati melalui TAPD 
bbr~ama dengan DPRD melalui badan anggaran. 

(2) H~sil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. 

(3) TirJadap keputusan pimpinan ·DPRD sebagaimana dimaksud 
plda ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a dijadikan dasar penetapan Peraturan daerah tentang 
perubahan APBD; 

b dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya; dan 

c disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

Pasal 169 

daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum 
diteiapkan oleh Bupati. 

I ' (2) Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan 
nincangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan 

I : 
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan I ! . 
pTrubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS yang 
disepakati antara Bupati dan DPRD. 

(3) D~iun hal gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan 
I : Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 

Pbraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 
sJblgaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan 

I : umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan I . 
PPAS dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut 
nierijadi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati sesuai 

I • dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dlalam hal gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan 
I ! Peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 

Piraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD 
sJbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan 
k~tJntuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
kkp~ntingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan I , 
perubahan PPAS dan RPJMD, Bupati bersama DPRD 
;Jelakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari 
tJrJitung sejak hasil evaluasi diterima. 
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(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf 
bJ memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam 
rriel~ukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jumal, I I 

posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan I , . 
penyajian laporan keuangan. 

(2) S~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem 
akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. 

(3) Pbn~ajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ajat (1) paling sedikit meliputi: 

Pasai 172 

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur 
la~oran keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam 
penyajian pelaporan keuangan. 

(3) KJbijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

(1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, 
pJnilaian dan/ atau pengungkapan transaksi atau peristiwa 
sebu:ai dengan SAP. 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dibaksud dalam Pasal 170 ayat ( 1) huruf a, meliputi: 

I 
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan 

I 
I 

b kebijakan akuntansi akun. 
i 

Pasal 171 

(2) Akuritansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
a~at[ ( 1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan. 

c. BAS. 
i 

( 1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan: 

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; 

b. SJ\PD;dan 
I 

Pasal 170 

Bagian Kesatu 

Akuntansi Pemerintah Daerah 

BAB VIII 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
i 
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b. neraca; 

c. laporan operasional; 

d. laporan perubahan Ekuitas; dan 

i 
! 

a. laporan realisasi anggaran; 

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses 
pJnyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah 
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas 
labo1ran keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

(2) Llporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di~tisun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai 
etltitas akuntansi paling sedikit meliputi: 

Pasal 174 

Bagian Kedua 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

i 

(1) B:AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c 
rriertipakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam I ; 
melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur 

I 
APBD dan laporan keuangan secara lengkap. 

(2) sls untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
b~rtujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan 
keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang 
iel~puti penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan 
keuangan. 

(3) B~~ untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, 
y~ng ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 173 

g catatan atas laporan keuangan. 
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a laporan realisasi anggaran; 

b.laporan perubahan saldo ancaran lebih; 

cJneraca; . 

d[ laporan operasional; 

el laporan arus kas; 

f. laporan perubahan Ekuitas; dan 
i 



{ 1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
aJiam Pasal 174 ayat ( 1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas 
in~einal pemerintah sebelum disampaikan kepada BPK untuk I I 

dilakukan pemeriksaan. 

(2) LJplran keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada 
I I Bf~ paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir. 

Pasal 176 

I 
' g. c~tatan atas laporan keuangan. 

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pJda ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
nlerah paling lambat 3 {tiga) bulan setelah tahun anggaran 
bcirakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 undangan. 

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 
I 

f. laporan perubahan Ekuitas; dan 

c. neraca; 
I 

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
d~l~m Pasal 17 4 ayat { 1) disusun dan disajikan oleh kepala 
skPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk 
aisampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi I : 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) LJporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pJda ayat (1) paling sedikit meliputi: 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Pasal 175 

e. catatan atas laporan keuangan. 

(3) Lf p9ran keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 
(d~J) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan I : 
ketep.tuan peraturan perundangundangan. 
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(1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan daerah tentang 
pettanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
dilknipiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK 
seft~ ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Rahcangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
I ; 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditiahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan I . 
bersama. 

(3) P I ; · b P ct ah ersetujuan ersama rancangan eraturan aer 
se6agaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 
7 {~ujuh) bulan setelahtahun anggaran berakhir. 

BAB IX 

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANMN APBD 

Pasal 179 

( 1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 
KJu~gan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan 
kJwingan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
kJpada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 

(2) ol1am rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 
kJuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 
k,uangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
klp~da Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan I : . 
peraturan perundangundangan. 

Pasal 178 

( 1) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
tethadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan 

I I 
keuangan Pemerintah Daerah. 

(2) o1~ hal BPK belum menyampaikan laporan hasil 
pe1meriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima 
la,Poran keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan 

I : Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
I ' AI?BD diajukan kepada DPRD. 

Pasal 177 
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Pasal 181 

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya 
ratlcJ.ngan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pel~ksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil 
ke I utusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan 

I 

(1) Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
Pfl~sanaan APBD yang telah _ disetujui bersama DPRD dan 
rancangan Peraturan Bupati ten tang penjabaran 
p~rtanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada 
gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 
persetujuan rancangan Peraturan daerah ten tang 
p~rtanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi 
sclbelum ditetapkan oleh Bupati. 

(2) D~am hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan 
I : P1r8Tturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
p~~ggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan 
Peraturan daerah tentang APBD, Peraturan daerah tentang 
pJnibahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, 
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan 
telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, 
Bbpati menetapkan rancangan Peraturan daerah menjadi 
PJraturan daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi I : . ._ 
Peraturan Bupati. 

(3) oLam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan 
P~raturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
AifBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran 
pe1rt~ggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan 
Peraturan daerah tentang APBD, Peraturan daerah tentang 
pe~ubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, 
Pe~aturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, 
dah/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil 
pehieriksaan BPK, Bupati bersama DPRD melakukan 
peby1empurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
hJsn evaluasi diterima. 

Pasal 180 

(4) A as dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada 
a~at (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati 
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Bagian Kesatu 

Pengelolaan Piutang Daerah 

Pasal 182 

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, 
bJianja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap 
Pi~tang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 

(2) PJJerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang 
jehi~ tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 ' undangan. 

(3) Pi~tang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan 
tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

I : perundang-undangan. 

(4) PJnyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah 
pJrdata dapat dilakukan melalui peraturan daerahmaian, 
kJc~ali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya 
sdstiai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABX 

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH 
i 

P9raturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
A~BD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) RJncangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
a~at[ ( 1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari 
gubernur. · · 

(3) ubt~k memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada 
a~at1 (2), rancangan Peraturan Bupati ten tang 
pJrtanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya 
dikampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD 

I ' . 
tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap 
r+c:angan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

I ! (4) Df8f!1 hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari gubernur 
tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana 
diinaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan 
PJraturan Bupati tersebutmenjadi Peraturan Bupati. 

- 104 - 



(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang Daerah sesuai 
I dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) B!pati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan 
pJraturan perundang-undangan. · 

(3) Bilya yang timbul akibat pengelolaan Utang Daerah dan 
Pihjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah. 

Pengllolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I 
I 

I . Bagian Keempat 

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah 

Pasal 187 

Bagian Ketiga 

Pengelolaan BMD 

Pasal 186 

Pasal 185 

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka 
memJeioleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya I , 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Investasi Daerah 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah 
yang I mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 182 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, diatur dalam Peraturan 

I . 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 184 

' 

Piutahgi Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat 
dari ~erribukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara 
dan ldaerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara 
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan I , 
perundang-undangan. 

Pasal 183 
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Pasal 191 

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan 
tekni1 BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab I , 
atas urusan Pemerintahan yang bersangkutan. 

Pasal 190 

( 1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. I i 

(2) BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan 
ycin~ dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang I , 
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

1 : undangan. I . 
(3) BLU.D menyusun rencana bisnis dan anggaran. 

(4) Llporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 188 ayat (1) meliputi: 

a. pjnyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum; 

b. p1n~elolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi 
dan/ atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau 

I i 
c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan 

m~n'ingkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. 
I 

Pasal 189 

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka 
mrningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I i (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
s1bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bupati menetapkan 
kebijakan fleksibilitas BLUD dengan Peraturan Bupati yang 

I . 
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

(3) PJjabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
b~rtknggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas 
BLU.D dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama 
pJda aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan. 

BAB XI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
Pasal 188 
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Pasal 195 

( 1) Setiap bendahara, Pegawai · ASN bukan bendahara a tau pejabat 
Iaib 'yang karena perbuatannya melanggar hukum atau 

I 
melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung 
mehigikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud. 

(2) Ke{entuan mengenai penyelesaian kerugian keuangan Daerah 
seBagaimana dimaksud dalam Pasal 194 berlaku secara 
mJtatis mutandis terhadap penggantian kerugian. 

(3) Ta~a 6ara penggantian kerugian keuangan Daerah sebagaimana 
diry4sud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
penmdang-undangan. 

BAB XII 
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 194 

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera 
di 1 I ~k . d. k d ise er~ an sesuai engan .·. etentuan peraturan perun ang- 
undangan. 

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja 
BLU9 '.disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan 
keuatlgan dan kinerja Pemerintah Daerah. 

Pasa1193 

Pasal 192 

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk 
mbrtj.biayai belanja BLUD yang bersangkutan. 

(2) PJndapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
m~libuti pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan I I • . 

kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. 
I 
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Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah 
dilaksfl~an oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 197 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB XIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan 
iaporan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. ~.;mbantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan 
Daerah; 
I i 

c. F1mbantu Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja 
Keuangan Daerah; _ . 

d. bJnyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; 
I ! - ·-.- .• - 

e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; 

f. bJndukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan 
I i Daerah; dan - 

I 11ak k al . I I h g. ii u an ev uasi Penge o aan Keuangan Daera . 

(4) Inforpiasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2)1 harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib 
disampaikan kepada Menteri dan menteri yang 
mJnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

I - 

(1) Pej~rintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan 
Daerah dan diumumkan kepadamasyarakat. 

I : 
(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)1 : paling sedikit memuat informasi penganggaran, 
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. 

I , 
(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan untuk: 
' ' 

Pasal 196 

BAB XIII 

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 
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Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan 
b~rbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 

PkJerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan 
b~rbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah 
sbcara terintegrasi paling sedikit meliputi: 

l. , penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja 
I , Pemerintah Daerah; 

1. i penyusunan rencana kerja SKPD; 

c. · penyusunan anggaran; 

~- .pengelolaan Pendapatan Daerah; 

f. i pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; 

f. akuntansi dan pelaporan; dan 
I . 
g. pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 200 

Pasal 199 
~ntuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati 

I , 
4ajtb menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas 
pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah. 
P~nyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana 

I : 
dfm;aksud pada ayat ( 1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. . 

I 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 198 

(1) ~embinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 
dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan 

I : 
dari pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. 

(2) ~eJgawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 
dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, 
~i~bingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bombana sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah 
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang kemudian dicabut dan 

: 
dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini 
merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

! 
dan Permeridagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan I l 

Keuangan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tkhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan 
tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 

I 
32 Tahun 2094 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dicabut dan 

digan~an :dJngan Undang-undang ~omor 23 T'.'lmn 2.014 Tentang 
PemenntahjniDaerah. Perubahan kebijakan Pemenntahan Daerah yang 
diatur dalarri Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PemerintahJn inaerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi 
berbagai pJrJturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
PemerintahJn, Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan 

I 
Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

I i 
293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahck I Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah 

I 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang I , 
kemudian 1it~ndak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang] Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
PemerintahJn baerah. 

I. UMUM 

TENT ANG 

. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

TAHUN 2022 NOMOR 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

PENJELASAN 
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Pasal l 

Cukup jelas. 
I 

Pasal 2 

Cukupjelas. 

- Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Peraturan : Daerah pada hakikatnya adalah bagian yang tidak 

terpisah d+ :kesatuan hukum nasional, oleh karena itu pergantian 

regulasi (~e~aturan perundang-undangan] tentang Pengelolaan 

Keuangan parrah pada hierarki yang lebih tinggi mengharuskan 

Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk 
segera melakukan penyesuaian · terhadap peraturan perundang­ 
undangan 1,.Jg berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

I 
Keuangan Daerah. Penyesuaian pengaturan pengelolaan keuangan 

daerah terhld?-P peraturan yang lebih tinggi juga secara tegas diatur 
dalam keteJtuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 I I 

Tahun 202°1 tfntang Pedm~an Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
yang mengharuskan Pemenntah .Daerah untuk menetapkan Peraturan I : 
Daerah paling lama Tahun 2022. 

Peraturah daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan 
I Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan 
! 

dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
I i 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta 
Peraturan Jehteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang I I 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. I . 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian 
hukum aJ .tertib dasar peraturan perundang-undangan maka 

I •· dipandang prr~u menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

I 
' II. PASAL DEMI PASAL 
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Cukupjelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 16 I 
Cukup jela~. 

Pasal 17 

Cukup jelas.. 
I 

Pasal 18 I 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. · 

Pasal 13 

Cukup jelas. : 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal9 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukupjelas. 

Pasal 8 



Cukup jelas. : 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Pasal 24 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan 
angg8fa~ daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. 

I 
Yang [ dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran 
Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan 
mengiipayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah. 

Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran 
daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan I I - 

Kegiatan' pada tahun berkenaan. 

Yang ldimaksud dengan "fungsi pengawasan" adalah anggaran 
daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan 
yang t~l~ ditetapkan. 

Yang tmaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran daerah 
harusJdi:arahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi 
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan 
efisien1si dan efektivitas perekonomian. 

Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran daerah 
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan: belanja pada 
tahun bJrkenaan. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas. 

Ayat (3) 
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Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 
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Cukup jelas .. 
! 

i 
Cukup jelas.' 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukupjelas. 

Pasal 36 

Cukupjelas 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Pasal.35 

Cukup jelas., 
I 

Cukup jelas. i 
I 

Pasal 33 

Cukup jelas. i 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. i 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas . 

. Pasal 30 

· Pasal 26 

Cukup jelas. i 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 
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Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. t 

r 
! 

Cukup jelas. ' 

Pasal 53 I • 
Cukup jelas. i 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 
I 

Cukupjelas., 

Pasal 44 

Cukup jelas. · 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Pasal 41 
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Cukup jelas .. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. i I . 
Pasal 69 I 

Cukup jelas.. 

Pasal 70 . J i 

Cukup jelJs .. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 J 

Cukup jelds. 

Pasal 65 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

. Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 



Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

; 

Yang dhnaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan 
yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian 
tahun anggaran" antara lain penanaman benih/bibit, 

I 
penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di 

I . rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan 
jasa belayanan kebersihan (cleaning seruice). 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
' 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasa182 I i 

ayat (1) 

Cukup jelas; 
' 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. ' 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Pasat;tp jer ! 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 
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Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas,' 

Pasal 95 

Cukup jelas .. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas . 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas.1 

Pasal89 

Cukup jelas,l 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas., 

Pasal 87 

Pasal 83 

Cukup jelas. ! 

Pasal 84 

Cukur jF .• las. 
Ayat(8) ; 

i 

Cukup jelas. 
I 

Ayat (7) 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
I 
I 
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Cukup jelas. 

! 
Cukup jelas. 

Pasal 111 

Cukup jelas.l 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas.' 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas.] 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Pasal 104 

Cukup jelas. 
; 
! 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Cukupjelas. 

Pasal 101 

Pasal 100 

Cukup jelas. r 

! 
Pasal 99 

Cukup jelas. ! 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. • 

Pasal 98 
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Cukup jelas. 

· Pasal 123 

Cukup jeljs·i 

Pasal 124 I . 
Cukup jelas.' 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Cukup jelas,' 

Cukup jelas. i 
Pasal 121 

C.ukup jelas.! 

. Pasal 122 

Cukup jelas. · 

Pasal 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 I i 

Cukup jells. 

Pasal 120 

Pasal 114 

Cukup jelas. J 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

! 

Cukup jelas. · 

Pasal 113 

Cukup jelas. : 
i 

Pasal 112 
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Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas.: 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

Pasal' 139 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Pasal 137 

Cukup jelas. i 
! 

Cukup jelas.. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 I ; 
Cukup jelJs. 

Pasal 136 

Pasal 130 

Cukup jelas. i 

Pasal 131 

Cukup jelas. : 

Pasal 132 

Cukup jelas. l 
! 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

Pasal 129 



Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 
I 

Pasal 155 I 
Cukup jelas. 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

Pasal 149 

Cukup jelas.: 

Pasal 150 

Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan 
penjelasannya yang akan direalisir dalam 6 (enam) bulan berikutnya 
berdasarkb• realisasi. 

I 

- 123 - 

Cukup jelas. i 

Pasal 147 

Cukup jelas. ; 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Cukup jelas .• 

Pasal 146 

· Pasal 144 

I I 

I 
i 
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I , 

I 
; 

Cukup jelas. 

Pasal 174 

Cukup jelas.1 

Cukup jelas.; 

Pasal 173 

Cukup jelas. 

· Pasal 172 

Cukup jelas. 

Pasal 171 

Cukup jelas. 

Pasal 170 

' 
Cukup jelas.' 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 

Pasal 167 

Cukup jelas. ! 

Pasal 166 

Cukup jelas .. 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

Pasal 165 

Cukup jelas.: 

Pasal 163 

Cukup jelas. i 
I 

Pasal 162 

I 
Cukup jelas. : 

Pasal 161 

Cukup jelas. · 

Pasal 160 

Pasal 159 



Pasal 188 

Cukup jelas. 

Pasal 189 

Cukup jelas. 

Pasal 190 

Cukup jelas. 
! 

' 
Cukup jelas.' 

Pasal 187 

Cukup jelas. 
•. ! 

Cukup jelas. 

Pasal 186 

Cukup jelas. 

Pasal 185 

Cukup jelas.] 

Pasal 184 

Cukup jelas. · 

Pasal 183 

Cukup jelas. 

Pasal 181 

Cukup jelas.: 

Pasal 182 

Cukup jelas. 

Pasal 180 

I 

Cukup jelas. ! 

Pasal 177 

Cukup jelas .. 

Pasal 178 

Cukup jelas. ! 

Pasal 179 

Pasal 175 

Cukup jelas. 

Pasal 176 
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I 

Cukup jelas. 

Pasal 201 

Cukup jelas. 

Pasal 202 

Cukup jelas. 

Pasal 198 

Cukup jeiaJ. 

Pasal 199 

Cukup jelas. 

Pasal 200 

Cukup jelas. 

Pasal 196 

Cukup jelas. 

Pasal 197 

Cukup jelas. 

Pasal 195 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

Pasal 192 

Cukup jelas. 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

Pasal 203 

Cukup jelasr 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ... 



AEMH \KABUPATEN BOMBANATAHUN 2022 NOMOR .~ 

OMBANA, 

4 
5 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, \'f O~ot.e"(L- 2022 

, ... ~··--·-----~-- . --··-i-·· .. ·----- 

PAR/ff !K0(1RDINASI 
NO UNIT ;sJtruMi i(ERJA PA 

1 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar s~ti~p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Bombana. 

! 

Pasal 203 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
No. mor\s Tahun 2011 tentang.Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerahj (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 202 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan 
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 ten tang 

I ' . 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih 
tetap heilaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 
berdaskkan Peraturan Daerah ini. 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 201 

- 110 - 

·1 , 
i 


